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Abstract
Itik afkir merupakan itik yang tidak produktif lagi berteluf; nya yang alot dan
berbau amis, mengandung lemak yang lebih banyak dibanding daging ayam
menyebabkan perlu diversifikasi pengolahan bakso i deng itusi jenis
tepung dan jumlah yang berbeda. Penelitian ini bertpfuan K meng ambahan
beberapa jenis tepung dengan jumlah yang berbedap kr@ik bakso itik
afkir. Penelitian ini menggunakan rancangan/Acak¥Xelgmpok 4 gan 2 ulangan.

Al)F tepung tapwgka, A2 = tepung

kentang, A3 = tepung maizena dan A4 = tspung/sagu. F B merupakan level
tepung yang digunakan yaitu B1 = 10%, B2 = 20% dan %. Adapun peubah
yang digunakan adalah Uji organolepti a, aroma tekstur), kadar air dan
nilai gizi bakso (kadar protein dan ka mak).

dicerna, memiliki @
asam lemak ti%l lebi
khas, juga jxk @ung vitamin/ B1. Hal inilah yang menyebabkan daging unggas

seri @aﬂ untu@. Daging unggas yang umum dikonsumsi adalah daging
a

S ngkan ¢ itik hanya sebagian kecil masyarakat saja yang

5

mengkonsums

(3

Itik sangat terkenal dengan telurnya, terutama telur asin. Hal ini menyebabkan
banyaknya peternakan itik. Jika itik sudah habis masa bertelurnya atau sudah afkir,
itik tersebut mempunyai nilai ekonomis yang rendah, disamping dagingnya sudah alot
juga karena daging itik mempunyai rasa dan bau kurang enak. Adalagi pendapat,

daging itik biasanya hanya dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan. Padahal daging itik



cukup potensial sebagai penyedia protein hewani, mengingat populasinya yang cukup
besar dan kandungan proteinnya yang tidak jauh beda dengan ayam. Menurut Ditjenak
(1998) produksi daging itik pada tahun 1997 mencapai 20 700 ton, dimana sebagian
besar ternak itik afkir dan hanya sebagian kecil yang berasal dari itik jantan. Secara

keseluruhan daging itik menyumbang sekitar 2.28% dari toga] daging unggas yang

penderita rematik dan rapuh tulang, sehingga sangat<&

meningkatkan rasa dan prefensinya, daging itik

menambahkan beberapa bumbu dan rempah.@
Bakso adalah produk olahan berdaging yang ber @bulat—bulat, rasanya

lezat, bergizi tinggi, dapat disantap mdan dal an apapun serta sangat

mudah diterima oleh siapa saja. Pn bakso@iengan menambahkan es 20%,

tepung 10-30%, garam da@umbu sep@awang putih dan merica. Tepung
yang umum digunakan a ng tapi pung sebagai bahan pengikat bakso
berguna untuk me @ekstu@%gkﬁkan daya ikat air, menurunkan
penyusutan akg @km dan@ngkatkan elastisitas produk. Fungsi ini bisa

digantikan ung <?@er‘[i kentang, tepung jagung, dan tepung sagu.

Tepung$ epun 'a;@an tepung sagu mengandung pati yang tinggi dan

ha g mrirah. Se bisa digunakan sebagai subtitusi dalam pembuatan bakso
ik a

it

engan karaktéyistik yang khas pada organoleptik dan nilai gizinya

Penelitia q:,

dengan jumlah yang berbeda terhadap karakteristik bakso itik afkir. Diharapkan

bertujuan untuk mengkaji penambahan beberapa jenis tepung

penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penulis mengenai karakteristik

bakso itik afdir dari beberapa jenis tepung dan jumlah yang berbeda.



Materi dan Metode
Bahan utama yang digunakan adalah itik afkir sebanyak 24 ekor (6000
g daging tik) yang dibeli di peternakan itik Anduring Padang. Kemudian
tepung tapioka, tepung kentang, tepung jagung (tepung maizena) dan tepung
sagu masing-masing 300 g yang dibeli di Pasar Raya Pgang. Bahan lainnya
adalah es 20% dari berat daging, garam 2.5%, baw 4% dan merica

bubuk 1.5%. Sedangkan bahan pembantu untu Ql'sis adelenium,

H2S04 pekat, NaOH 50%, Zn, K2S 4%, HCI etil m ah@IaOH 0.IN,

aquades, kertas saring, dieti eter, aqua. @

Peralatan yang digunakan adalah timbangan as@, meat processor,

pisau stainless steel, sendok stai seel, o rik, desikator, cawan

porselin, lumpang dan alu p cawan,@por listrik, labu Kjeldahl,

seperangkat alat desti 'rangkat %t Soxhletasi, kertas saring,

Erlenmeyer 250 ml, g u 100 2!@”, stopwatch, tabung reaksi dan

sumbat gabus. @

Meto @digunal@dalam penelitian ini adalah metode
eksperimennaka ngan Acak Kelompok (RAK) dengan 9
perlakg ulangan agai kelompok. Data yang diperoleh diolah

tafisti u

k. A

se perlakuan antara lain pemakaian tepung maizena,

tapio an sa

Torrie 1995 ) adalah :

Y ij = p + pi + kj + Eijj

Dimana :



Yij = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-I, kelompok ke-j

p = Nilai tengah umum

pi = Pengaruh perlakuan ke-i

kj =Pengaruh akibat kelompok ke-j

€ij =Pengaruh sisa pengamatan yang mendapat pgrka

ke-j

I =Perlakuan (A, B, C, D, E,F,G,H d§ l@ %@

J =Kelompok (1, 2, 3)

1. Peubah yang diamati @
Pengamatan yang diadap bakso afkir meliputi : kadar air,

kadar protein ,kadar lemg:&a?pH Pel@n penelitian dapat dilihat pada
Gambar 1. @ %



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Andalas.



Hasil dan Pembahasan

A. Kadar Protein
Pengaruh perlakuan pada kadar protein dapat dilihat pada Tabel 1 .

Tabel 1 . Rataan kadar Protein bakso itik afkir pada masing-m@g perlakuan.

Perlakuan (penambahan tepung dalam Kadarpratein\dalam %)
pembuatan bakso)

FaN
A. Tepung maizena 10% %6.082‘ @
B. Tepung maizena 20 % 8.15"
C. Tepung maizena 30% @ 3054 O
D. Tepung tapioka 10% 21.
E. Tepung tapioka 20% 23.6%
F. Tepung tapioka 30% 5
G. Tepung sagu 10% @Od
H. Tepung sagu 20% b 04"
I. Tepung sagu 30% QANT23.87°

Keterangan : Superskrip yang berbeda padgA4 g sama mjuRkan pengaruh yang berbeda

sangat nyata (P<0.01)

tepung yang sgms Q
Se da perl A,B dan C terlihat kadar protein yang sangat tinggi.
1 an k

a@alam pembuatan bakso itik afkir ini menggunakan tepung

Yagal dari @ yaitu tepung maizena. Sedangkan pembuatan bakso dengan

penambahan t@ tapioka dan sagu tidak memperlihatkan kandungan yang tidak

terlampau tinggi, yang disebabkan karena tepung sagu dan tepung tapioka
mengandung kandungan protein yang rendah yaitu 1.1% untuk tepung tapioka dan
0.2% untuk tepung sagu. Sedangkan pada tepung maizena (tepung jagung)

mengandung kadar protein yang cukup tinggi yaitu 9.2%.




Meningkatnya kadar protein bakso itik afkir seiring dengan meningkatnya
penambahan tepung, yang antara lain mulai dari 10% sampai 30%. Sehingga bila
ditambahkan dalam produk makanan akan meningkatkan nilai protein makanan
tersebut. Pada pembuatan bakso itik afkir kadar protein yang tertinggi dalam

penelitian terdapat pada perlakuan A sampai perlakuan @\ (penambahan tepung

maizena) dalam adonan bakso. Semakin tingginya pemakéta pyng maizena dalam

akin @, dimana
meningkatnya pemakaian tepung maizena pada ‘ an C 'l: enghgsilkan kadar
protein yang paling tinggi (30.54%). Hal 1m@engan penda. at Winarno (1991)

bahwa pemakaian sejumlah kecil protein hewani dapat atkan mutu protein

pembuatan bakso mengakibatkan kadar protein A

nabati dalam jumlah yang besar.
Nilai biologik makanan r emngk @ dibuatcampuran yang tepat,

karena itu susu dengan se % dengan t@, kacang-kacangan dengan daging

merupakan kombinasi ang dg g@ eningkatkan mutu protein. Jika
dihubungkan dengan maka &

adar air@ itik afkir yang diikuti dengan meningkatnya
kadar prote itik a %} ini disebabkan juga tepung maizena bersifat
h1dr0ﬁ1em in@k ditambahkan dalam adonan bakso maka semakin
4

11 semyaYe epung diatas rataan protein bakso itik afkir sudah memenuhi

perlakuan C

tin la daga ikat a

kriteria syarat Tuty bakso yang dikeluarkan oleh badan standart nasional yaitu

minimal 9 %.



B. Kadar Lemak

Pengaruh perlakuan terhadap kadar Lemak dapat dilihat pada Tabel 2 :

Tabel 2 Rataan kadar Lemak bakso itik afkir pada masing-masing perlakuan

Perlakuan (penambahan tepung dalam Kadar lemak (dalam %)
pembuatan bakso) /\

A.Tepung maizena 10%
B.Tepung maizena 20 %

C.Tepung maizena 30% 5.0
D.Tepung tapioka 10% 1.96" @
E.Tepung tapioka 20% 2.70°

F.Tepung tapioka 30% @ 3.004 O
G.Tepung sagu 10% 1.1
H.Tepung sagu 20% 1.7

I. Tepung sagu 30%

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunju garuh yang berbeda

sangat  nyata (P<0.01).
Pada tabel diatas dilihat bahw adar »- so daging itik afkir
@dengan p naan tepung jagung sebanyak
30% dan kadar lemak tere 4’

sagu sebanyak 10%. Ha is kerag
memberikan penga Sangat be@yata (P<0.01) terhadap kadar lemak

bakso itik. Ini ; :
persentase yeda aka cigaruh terhadap kadar lemak bakso.

ji lanjut%T menunjukkan bahwa, kadar lemak tertinggi terdapat

tertinggi terdapat pada perlak@n

anCd

G,Hda L Ha njukkan bahwa pemakaian tepung jagung dengan kadar 30%

menghasilkan kadarlemak yang paling tinggi dibandingkan dengan pemakaian tepung

a sangat nyata (P<0.01> dengan perlakuan A, B, D, E, F,

tapioka dan tepung sagu. Tingginya kadar lemak bakso daging itik dengan
penggunaan tepung jagung ini disebabkan karena tepung jagung memiliki kadar

protein yang paling inggi dibandingkan dengan kadar protein tepung tapioka dan




tepung sagu. Menurut Suyanti (2008), kandungan lemak tepung jagung adalah 3.9
tepung tapioka 1.25 dan sagu 0.20.
Persentase pemberian jenis tepung pada perlakuan juga berpengaruh terhadap

kadar lemak bakso daging itik afkir ini, dimana semakin tinggi persentase pemberian
tepung maka kadar lemaknya juga semakin tinggi. Hal ini dapgdilihat antara
perlakuan A (tepung jagung 10%), B(tepung jagung 20%) %ung jagung 30%),
begitu juga dengan perlakuan D, E, F yang menggunak& g tapi G H, I

yang menggunakan tepung sagu. Ini sesuai den an at oe @992), bahwa

kadar lemak produk olahan akan meningkat §eking flgngan penambadhan karbohidrat,
protein, biji-bijian, tepung dan skim. @
C. Kadar Air Bakso Itik @ %@

Rataan kadar air baks%?itiklama pen dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3 Rataan kadar air b% ir hasil litian

VAR
Perlakuan (penambaha arg-dalam @ Kadar air(dalam %)
pembuatan m </>

A.Tepung maizena 1% _\_/ > 53.83%
B.Tepung maizena 2Q %% @ 51.73 b
, a4 @ 49.99"

' 52.53¢

; 51.71°

@ 49.01°

52.95¢

49.18

48.05'

Kéterdhgar/’ Buperskrj @ erbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda
sangat (P<0.01).

Pada tiatas dapat dilihat bahwa rataan kadar air tertinggi terdapat pada
perlakuan A (penambahan tepung maizena 10%). Dan dari hasil analisis keragaman
menunjukkan bahwa perlakuan menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01).
ini berarti bahwa penambahan tepung dalam pembuatan bakso itik afkir sangat

berpengaruh terhadap kadar air.




Semakin menurunnya kadar air bakso itik afkir seiring dengan peningkatan
pemakaian tepung pada pembuatan bakso. hal ini disebabkan karena tepung sebagai
bahan pembuatan bakso ini berfungsi sebagai pengikat air. Pada pemakaian tepung

maizena mempunyai protein yang tinggi dan mempunyai sifat yang hidrofilik. Sifat
hidrofilik inilah yang menybabkan molekul protein yang bgxikatan dengan protein
yang berikatan dengan air, maka akan semakin menurun kdéﬂk&%kso itik afkir.

O hng di @ leh Nasir

(1996), bahwa bahan pengikat adalah bahan bu

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Forres

an ‘ agigs yang dapat
mengikat air dengan baik dan emulsifikagi\lemgk] dimana baké4n pengikat yang

mengandung protein yang tinggi antara lain tepung jagun§ ena) dapat mengikat

air dengan baik. Protein yang terdap@epung% juga bersifat hidrofilik
dan mempunyai celah-celah sger karboks@amino yang dapat mengion.

Rataan kadar air ba % ir ini sud%lemenuhi kriteria sarat mutu bakso
daging menurut SNI (<38 18-199 @g dikeluarkan oleh badan standar
nasional (1995) yait 70%. rti pemakaian tepung maizena, tapioka
adona@ menghasilkan produk dengan kualitas yang
memenuhi stpfidartyam
D. PH i@

@;&1 PH ba % afkir penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.
TabeN .

ataan Q o itik afkir penelitian

dan sagu samp.

Perlakuan (pefl’(an tepung dalam PH
pembyatan bakso)
A.Tepung maizena 10% 6.31*
B.Tepung maizena 20 % 6.29
C.Tepung maizena 30% 6.20°
D.Tepung tapioka 10% 6.30*
E.Tepung tapioka 20% 6.24
F.Tepung tapioka 30% 6.23 %
G.Tepung sagu 10% 6.77 ¢
H.Tepung sagu 20% 6.38 ™
I. Tepung sagu 30% 6.13°




Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda
sangat nyata (P<0.01).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Ph bakso daging itik
yang sangat nyata taraf (P<0.01), ini berrti bahwa pemakaian tepung jagung, tapioka
dan sagu sangat berpengaruh nyata terhadap bakso itik afkir. terutama pada perlakuan
yang berbeda persentase pemberian tepung, hal ini dapat terlihat antara perlakuan g

dengan rataan ph yang tertinggi yaitu sebesar 6.77.

Lebih rendahnya PH bakso itik afkir pada perlakiras o memakai tepung

2 yedlikit’ merngrkat air pada
bahan. Hal ini mengakibatkan banyaknya air Aepss 'ermuk@akso dan
menimbulkan keasaman yang tinggi sehingga p @ menuping itu juga
dapat mengurangi terjadinya penyusutan | sg¢lamp ) pemasakan,\“dimana pengaruh
penyusutan pemasakan berpengaruh terhadap~p” dibandi dengan pemakaian

tepung sagu dalam adonan bakso itik ng menga@ ph antara 6.77 sampai
6.13. %
Sesuai dengan pendapaara (1@ bahwa jenis tepung yang

mengandung protein yang tin ertl tepung yjaizena (jagung) dapat meningkatkan

daya ikat air yang disebab
ini terjadi karena pada masakarggg | pati akan saling berikatan dengan
protein melalui ikatgt\h! en. Depgan_Telemahnya ikatan hidrogen ini maka

molekul air dapat @p diantag

diri yang mudah menarik air. Hal

didinginkan te 1 penguat atan hidrogen antara molekul pati dan hidrogen

yang melibgtkan tpolekul (gir agai jembatan hidrogen. Hal ini memberikan

pengaruh gglqa 3P penyusutanm—pemasakan dan terjadinya penurunan pH pada bakso

itik A &
ik erb pH itik afkir pada perlakuan A,B,C,d dan E disebabkan
karenap€mberi pugg maizena dan tepung tapioka masih belum mencukupi dalam

kemampuannya g maksimal sebagai pengikat air dan dalam mengurangi

o

penyusutan pemasakan serta stabilitas emulsi sehingga ph yang dihasilkan relatif

sama.



Kesimpulan

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemakaian tepung maizena
(jagung), tepung tapioka dan tepung sagu kedalam adonan bakgg itik afkir
berpengaruh nyata dalam peningkatan kadar protein, lema\é%enurunkan kadar
air dan ph. Dimana penambahan tepung maizena pada farafJ() rnem@an kadar

protein dan kadar lemak yang paling tinggi yaitu 3an 5,07@. O

2. Saran @

Pemakaian tepung maizena sampai taraf 30% dapat @kan dalam adonan
bakso itik afkir. @ %@

©
e
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Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Daerah:
Kajian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Oleh:
Aidinil Zetra
Kusdarini
Tesa Revika Daslin

Abstrak

Kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam penys
publik sering mendapat kritikan. Hal ini memaksa g
perbaikan manajemen pelayanan publik. Salah
melakukan reformasi birokrasi. Kabupaten Solok gép

ya) salah saty daerah di
Indonesia telah memprakarsai reformasi birokrasi_Ségerti pen pakta
Integritas untuk mendukung terwujudnya tatx” peme han yang baik dan
pemerintahan yang bersih. Namun kenyataa @ asih ke {nemuaskan.
Kebijakan ini belum mampu menghasilkga perbaikan keh masyarakat.
Praktek KKN dalam penyelenggaraan (pgmerjntahan daerak/ dan pelayanan

publik masih terus berlangsung. Keing masyar untuk menikmati
pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntab ih amat jauh dari

kenyataan.
Penelitian ini bertujuan ui pe% manajemen kinerja

enggaraan pelayanan
da\ untuk melakukan
adalah dengan

pelayanan prima. Melalui rarrdeskriptif~survey dikumpulkan data sekunder
berupa dokumen dané%‘t?B er diper
s ada dasarnya pemerintah daerah

pemerintah daerah di Kabupaten dalam judkan pelayanan prima.
Selanjutnya penelitian ini beptyjua erum strategi yang tepat untuk
memperbaiki manjemen la gﬁ; Pemerintak NDaerah dalam mewujudkan
melalui observasi/pengamatan,
paten Solok
Penelitian inj ukan
Kabupaten Solok t { Z%?r agai upaya perbaikan manajemen
pelayanan untuk angr’ yang lebih cepat, tepat, manusiawi,
murah, tidak diskri A

daerah ini Ae] Akan sejak diberlakukan otonomi daerah.
Namun, up g telah ditempuh oleh pemerintah daerah
tersebut R Hal ini berakibat tingkat kepuasan

hadap Man umum berdasarkan indeks kepuasan
pir selur Jikator penilaian menunjukkan kategori sedang.
[ ajemen pelayanan pemerintah daerah melalui penerapan
lic management belum dilakukan secara sistemik dan
k kelemahan. Kebanyakan aparatur penyelenggara
j ngkungan pemerintahan daerah Kabupaten Solok tidak
K pembaharuan pelayanan karena paradigma pelayanan
betum dipahami dan dilaksanakan secara baik. Banyak visi dan
layanan belum dihayati sehingga belum mampu menggerakkan

Kata kunci: Manajemen publik, pelayanan publik, manajemen kinerja,



1. Pangantar

Kinerja birokrasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sering mendapat kritikan. Hal ini memaksa pemda untuk melakukan
perbaikan manajemen pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan
melakukan reformasi birokrasi. Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah di
Indonesia telah memprakarsai reformasi birokrasi sep€xti penerapan pakta
Integritas untuk mendukung terwujudnya tata pem%yeng baik dan
pemerintahan yang bersih. Namun kenyataannya S

betum memuaskan.
Kebijakan ini belum mampu menghasilkan perbai ehidupyarakat.
Praktek KKN dalam penyelenggaraan pemn Yaerg d@ pelayanan
publik masih terus berlangsung. Kei@;an syarakatk menikmati

pelayanan publik yang efisien, responsi untabel masih amat jauh dari

kenyataan.

Penelitian ini bertujuan mepgetahui pelak@ manajemen kinerja
pemerintah daerah di Kabupaten alam %udkan pelayanan prima.
Selanjutnya penelitian ini be merum@strategi yang tepat untuk
memperbaiki manjemen? araft Pemerigtah Daerah dalam mewujudkan

pelayanan prima. Q&Z
Melalui peneji riptif

dokumen dan data prjnt

v

“ diperole% Alui observasi/pengamatan, kuesioner

aerah saat ini memasuki lingkungan pelayanan

menuntut organisasi pemerintah daerah memiliki

ng efektif, efisien, cepat, fleksibel, terpadu dan inovatif.

daer suatu keharusan. Pembaharuan manajemen pelayanan oleh
birokrasi pe tah daerah di Kabupaten Solok yang diteliti telah banyak
dilakukan. Langkah-langkah kongkrit yang telah dijalankan untuk mewujudkan
pelayanan prima sebagai upaya untuk keluar dari berbagai masalah birokrasi
pelayanan publik dan merespon tuntutan perkembangan masyarakat seperti
peningkatan kinerja pelayanan dasar (pelayanan pendidikan, kesehatan,
kebutuhan pokok, persedian air bersih, pembinaan koperasi dan UKM,

administrasi perizinan, kependudukan dan catatan sipil. Peningkatan pelayanan



yang cukup menonjol di Kabupaten Solok adalah pelayanan Administrasi dan
Perizinan. Pemerintah Kabupaten Solok telah mencanangkan dan
mengembangkan pola Payanan Umum Satu Pintu Plus dengan pendekatan one
stop service (OSS). Pendekatan ini merupakan perkembangan terbaru dalam
sektor pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik dengan outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Pola ini
mempermudah layanan perizinan dan menghindari prosedyr yang panjang dan

berbelit-belit dan menghemat biaya waktu dan tena ini di Kabupaten

Solok dilengkapi dengan alternatif pengajuan aplikagi nav melalui jasa pos

atas kerjasama dengan PT. Pos untuk meningka bkses L% terhadap

pelayanan Kantor Pelayanan Umum dan Pe P) Kab@aten Solok

yang terletak di ibu kota kabupaten. Sem ra wilayah Kabu -- ) Solok sangat

x
(

luas, sebahagian penduduknya tinggal j ibu kota.kabupaten. Selain itu
saat ini juga sedang diupayakan menyebarkan aplik rizinan ke seluruh
Kantor Wali Nagari untuk memuda asyarakat@ajukan aplikasi tanpa

harus datang ke KPUP.
0 mbar1 @

Semua layanan yang diberikan oleh KPUP Kabupaten Solok dilakukan dengan
prosedur standar pelayanan. Petugas memberikan informasi yang yang akurat
mengenai proses perizinan yang diajukan, persyaratan, batas waktu, dan biaya
untuk setiap perizinan yang dilakukan pemohon disertai kwitansi sebagai bukti
pembayaran. Demikian juga setiap dokumen persyaratan yang diserahkan

pemohon.



Untuk setiap layanan yang diberikan oleh KPUP, pemohon diberi formulir
umpan balik (feedback) untuk mengetahui apakah mereka puas dengan layanan
yang diterima. Formulir feedback ini diarsipkan dan kemudian dievaluasi setiap
bulan oleh Kepala KPUP dan dapat diminta oleh tim monitoring penyedia
layanan atau pihak lain yang berkepentingan. Lebih jauh lagi untuk menilai
kinerja KPUP masyarakat dapat mengajukan keluhan melalui kotak pos 2004
yang disediakan bupati sejak tahun 2004. Sarana kotak ini bertujuan untuk
menyeddiakan saluran keluhan masyarakat terhad%&m publik serta
masalah dan tanggungjawab pemerintah. Sedan untdk menindaklanjuti

keluhan tersebut telah dibentuk sebuah kelom rja (tad §e) yang
dilengkapi dengan prosedur penanganan k Jak ZOO%pemerintah
Kabupaten Solok sudah membuat jari onliné antara snsi penyedia
layanan dengan KPUP dengan LAN da@t yang secara signifikan telah
menjadikan layanan peizinan lebih efisien. Keputus ntuk menerapkan

pelayanan terpatu satu pintu plus@ pende stop service (OSS)

diawali dengan penilaian secara _t erta dengan melakukan

€ hadap 2
seleksi jenis perizinan <y?an dilaya h KPUP dan yang akan

didelegasikan ke instansi Bebferapa centoh antara lain layanan sertifikat

fasilitas usaha tingkat P> diserahkan kepada wali nagari.

Sedangkan kewenanganyntaK menerhi B di wilayah luar kota kabupaten
didelegasikan kepa dan w ri sehingga pendelegasian ini sangat
mempermudah gks syarakat ap pelayanan administrasi dan perizinan
karena peneuig an beraokasi yang dekat dengan tempat mereka.

pelayan 4% dilayani di KPUP Kabupaten Solok.
( gga)j?

bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang

epada /kepuasan masyarakat (pelayanan prima) sudah banyak

o
- ®
3 =
o
=,
z ®
Q
o

aya t ut telah mencakup semua jenis layanan baik pelayanan

aupun nan umum yang meliputi pelayanan barang, penyediaan
jasaxdan pel 24

dministrasi perizinan.
3 Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
ditentukan oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah menghasilkan value
terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu dipaparkan penilaian masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Penilaian masyarakat

pengguna layanan publik terhadap pelayanan Publik di Kabupaten Solok cukup



beragam mulai dari citra yang baik sampai buruk seperti terlihat pada gambar 2
berikut:

Gambar 2

Penilaian Masyarakat pengguna jasa terhadap
Layanan Administrasi dan Perizinan kab. Solok

60% | ,&

40%
20%
0% + T

I r
Tinggi @da ng Rég%h

Sumber: Data Primer 2009

Dari grafik di at@ tpenilaiayarakat sangat beragam.
Masyarakat yang menilgj an baik umlah 41%, yang menilai sedang
berjumlah 21% dan y@ai ren k%rjumlah 38%. Dari pandangan
tersebut dapat dis@y bahw. ian masyarakat pengguna jasa
pelayanan antara j n rendakrad hampir seimbang. Artinya meskipun

telah melakukan berbagai perbaikan

meruba :! an masy
alan’ Masya t Terhadap Pelayanan Administrasi
erikut n diuraikan penilaian masyarakat terhadap pelayanan
ad strasi /d upaten Solok. Peneliti menggunakan indikator indeks
kepuasan mgz arakat seperti terlihat pada tabel 1 berikut:




Tabel 1
Penilaian Masyarakat Pengguna Jasa terhadap Pelayanan Administrasi
di Kabupaten Solok

No Indikator Penilaian Indeks
1. Kemudahan prosedur pelayanan 8.3
2 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya 6.5
3. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani 75
4. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayg 6.5
5. Tanggung jawab petugas dalam memberikg(%ﬁjanéﬁ /\ 6.4
(@N '
6. Kemampuan petugas dalam memberik \e@n N %j 20
7. Kecepatan pelayanan /o N\ \D T 6.4
8. Keadilan untuk mendapatkan pefayanar) ) v 4.8
9. Kesopanan dan keramahan \pelugas dal memberikan | o
pelayanan A '

10. Kewajaran biaya untuk me(njd%an pelaya@ e
QN '

1. Kesesuaian antara bi?ya\?@ dibayafRamengan biaya yang 8.1
N '

telah ditetapkan

12, Ketepatan pelaks N{&rfiddap jadwal Waktu pelayanan

7.7
AL
13. Kenyamanan din§kuRyan unit pelayaban 8.2
14. | Keamanan pejayansn/ (Q) 8

15. Nilai Rata-ArMO? Q@ 7.10

Sumber: Data Pri tus-Sepé@r 2007
1.0- 40 =
4,1 - 7.%; @

7.1-10 gi
Ban indi@deks kepuasan masyarakat di atas diperoleh
diketahg ﬁawa hampir s€luruh variabel penilaian termasuk kategori tinggi.
i inggi s keseluruhan berturut-turut adalah: variable kemudahan
e pelay ), kenyamanan di lingkungan unit pelayanan (8.2) dan

aian gnta aya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
(8.1). Data ut menunjukkan bahwa beberapa aspek reformasi pelayanan
adiministrasi telah berhasil membuat masyarakat puas terhadap layanan
administrasi. Sementara indeks yang termasuk rendah adalah pada variabel
keadilan untuk mendapatkan pelayanan (4.1) meskipun termasuk kategori

sedang.

Dari beberapa pandangan masyarakat terlihat kecenderungan bahwa

pandangan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan perizinan sudah
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mulai baik sementara pandangan yang menyangkut pelayanan non perizinan
masih cenderung negatif. Pendapat dan kesan masyarakat tersebut perlu
menjadi cermin untuk memahami kekurangan dan kelemahan birokrasi. Aparatur
dan pejabat yang bersedia bercermin terhadap pendapat kritis masyarakat akan
dapat memperbaiki dirinya dan sistem manajemen pelayanan tanpa harus

berusaha membela dirinya atau mencari dalih untuk alasan pembenar.

5. Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pelaya Publik
Pemerintah Daerah

5.1 Struktur Sistem Pengendalian Manajen blayandp~Publik di
Daerah Kabupaten Solok
Model organik yang ditawarkan ol ic Manﬁdimana unit
pelayanan publik bertujuan mengejar maksimalishsi kepuasany fleksibilitas, dan
pengembangan sudah banyak diterapkan a unit-u ayanan di daerah

Kabupaten Solok. Di antaranya pe tukan SOT mulai menerapkan

ebih kecil. Salah satu

wujud pembentukan struktur . i yanca menjadi unit-unit kerja

yang lebih kecil yang{ gitemquRan di Daerah/ Kabupaten Solok adalah
a

pembentukan sistem

prinsip pemecahan organisasi m
satu pin eperti yang telah diterapkan di

Kantor Pelayanan Um erizinan. @
Selain itu K@ Solok ﬁg%\ylah melakukan reorganisasi dengan
menggabungkan 5 1g memiliki tupoksi dan memberikan

pelayanan 9 . Reofganisasi ini ternyata masih ditemui berbagai

urusan @ erintah@ belum terwadahi dalam organisasi yang telah
ada d daya beban seatu lembaga yang terlalu berat. Paling tidak
y yang ilakukan berhasil sedikit merampingkan birokrasi untuk

.'.a: efisi@o ekuensinya banyak pejabat yang kemudian tidak lagi

i jabat ural.

T menarik lainnya adalah banyak kepala SKPD yang memimpin
beberapa bidand yang sebelum restrukturisasi berbentuk dinas mengeluh karena
beban mereka sangat berat. Menurut mereka kebanyakan penggabungan
beberapa SKPD menjadi satu tidak diikuti oleh penyesuaian jumlah personil
pendukung sehingga beban kerja menjadi overload.

Penerapan manajemen profesional pada organisasi pemerintah daerah
Kabupaten Solok mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) serta deskripsi kerja yang jelas dari setiap pegawai. Hal ini telah
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didukung oleh Keputusan Bupati bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala
SKPD, Kepala Bagian/Sub Bagian/Kepala Seksi berkewajiban melakukan
pengkajian dan analisis tugas-tugas di unit mereka masing-masing dan saling
koordinasi baik dengan sesama unit maupun dengan pejabat fungsional yang

ada pada unit bersangkutan.

Perumusan tupoksi dan uraian tugas adalah penting untuk semua struktur
yang ada. Kabupaten Solok sudah cukup serius dal | perumusan dan

penerapan uraian tugas pokok dan fungsi serta ringian jabatan. Masing-

sebarikut: 1).
Nama Jabatan, 2) Unit Kerja, 3) Tugas pokok, uraian ™ugas dan 5)

Hasil Kerja. Dokumen ini dijadikan sebagar%/ (file y <j?o diletakkan

di meja setiap pegawai sebagai pedom&n dalam melaksakdkan pekerjaan).

masing pegawai dirumuskan secara rinci dengag

Keuntungan dari adanya “file meja” ini a ampir h staf mengetahui
rincian tugas yang harus dikerjakan hasil yang ha apai dan dilaporkan
kepada atasan. Namun tidak s@wpinan yang mengoptimalkan
pemanfaat uraian tugas tey Padal@a uraian tugas tersebut
dimanfaatkan dapat meman dalam ilai kinerja seluruh stafnya.
Penerapan ma profesi %dalam pelayanan publik oleh
organisasi pemerinta/f daexa
tanggungjawab i |
Pengalaman @7 i baik dengan adanya pelimpahan
kewenanga% S B n dari semua pimpinan unit kerja termasuk
DPRD unt judk Napan prima dapat ditemukan di Kantor Pelayanan
Umum g@nan (Kl@abupaten Solok.

ing i asi dalam suatu organisasi bertujuan untuk

adanya kejelasan wewenang dan

penyelenggara pelayanan publik.

D

berupa internet dalam pembentukan jejaring informasi selain tetap menggunakan
cara-cara konvensional seperti pertemuan, apel pagi, atau melalui kertas seperti
memo. Sayangnya selama penelitian ini dilakukan halaman web Kabupaten
Solok sedang dalam masa perbaikan sehingga tidak dapat diakses. Menurut
pengelola web daerah ini tidak banyak SKPD yang diteliti yang memanfaatkan
jejaring teknologi informasi tersebut secara interaktif. Sedangkan website daerah

yang ada sebelum rusak hanya bersifat informasi satu arah dan belum interaktif
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apalagi bersifat transaktif dimana Stakeholders dan organisasi publik serta
masyarakat pengguna jasa belum dapat bertransaksi melalui jejaring informasi
yang ada untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor-kantor
unit pelayanan.

Sistem penghargaan dalam organisasi publik adalah suatu sistem yang
digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada aparatur birokrasi.

Penelitian ini menemukan sistem pendistribusian pengharggan Kabupaten Solok

kepada karyawan masih difokuskan kepada manajem ak seperti pejabat
eselon tertinggi. Semakin tinggi posisinya dalam stru emakKin semakin besar
insentif yang ia dapatkan. Asumsinya adalah oran berad %51 struktur
yang lebih tinggi memiliki tanggungjawab Ie @&ula dalam
pencapaian tujuan organisasi.

Sistem penghargaan seperti ini ba luhkan gleh informan terutama

para staf dan pejabat level bawah. Menurut mereka p gkungan birokrasi

sekarang ini dimana para pejabat@ mampu @ankan sendiri seluruh

misi organisasinya tanpa didukun

h baw aka sistem reward dan
punishment pun harus di{;bu pem mau meningkatkan kinerja

stafnya maka sistem peng kan kepada kinerja. Orang yang

memiliki beban tangguig jawag t dan menunjukkan pencapaian

kinerja yang lebih bai s S reward yang lebih baik meskipun
secara struktural ese@ iebih rendah.

S dan’yang telah diterapkan oleh Pemerintah

dalah sist@sentif pada memberikan insentif kepada

sil m at anggaran, mencegah kebocoran anggaran,
penyimrangan yang berdampak terhadap pelayanan publik,
antor, Dinas, Badan, Instansi, Bagian dan Camat yang
PBB dan prestasi kerja seperti jumlah nota staf/telaah

, jJumlah rapat, jumlah seminar, jumlah SK, Jumlah Perda.

dalam rangka meningkatkan PAD/PBB). Selain itu Kabupaten Solok juga
menerapkan pemberian tunjangan daerah berdasarkan beban tanggungjawab
terhadap tupoksi dan tingkat kehadiran. Insentif yang diberikan dapat berupa
uang, kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan, kesempatan mengikuti
pendidikan/pelatihan/lokakarya ke daerah lain atau luar negeri.

Sementara itu penerapan pemberian punishment juga diberikan bagi pegawai

yang tidak hadir 1 hari dipotong tunjangan daerahnya 4%, Bagi pegawai yang
9



terlambat datang dipotong 0.5% perjam keterlambatan. Pelaksanaan hukuman
dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan ditegur sekali atau dua kali
terhadap tindakan indisiplinernya. Selain pemotongan hukuman dapat diberikan
berupa penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala sebagai akibat tindakan

indisipliner.

najemen
sektor publik merupakan tahap-tahap yang W8 dilalyi  untuk ujudkan
tujuan organisasi. Proses perencanaan dalian @men sektor
publik terdiri atas beberapa tahap, y@musan strateqi, perencanaan

strategik, pembuatan program, pengangg
evaluasi kinerja dan umpan balik. @
5.2.1 Perumusan Strategi @

Penerapan sister@ aan dan “pgngendalian manajemen di

mpleme pelaporan Kinerja,

Kabupaten Solok sec telah dil@an. Dalam perumusan strategi,
semua daerah yang di h meru an visi, misi, arah pembangunan
Daerah. Bahkan visisebut té@nkan menjadi visi, misi dan tujuan
setiap SKPD. Pe lanAang se itemukan adalah visi dan misi belum
mampu dijagh ai keku uk menggerakkan organisasi seperti yang
dikemukan% el entre ral government (EG). Banyak keluhan yang

%nit penyelenggara pelayanan publik bahwa

dikemukh pim@
kebany. pggawai di ereka baik pimpinan maupun staf tidak mampu
n&visi d@si baik visi dan misi daerah maupun visi dan misi
isasi. Hasi kepada staf di berbagai unit pelayanan di Kabupaten
ntang @uan staf menghayati visi dan misi daerah dan visi dan misi
SKPD seb besar (56%, N=100) mengatakan bahwa mereka tidak mampu

menghatinya.

%)

berapa alasan yang dikemukakan oleh para pegawai sebagai
penyebab mereka tidak mampu menghayati visi dan misi daerah dan SKPD

mereka adalah seperti terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.2
Faktor Penyebab Visi dan Misi tidak dihayati oleh Pegawai (N=100

No | Penyebab tidak mampu menghayati visi dan misi daerah dan SKPD %

1. | Visi dan misi terlalu abstrak sehingga sulit dipahami 42.328%
2. | Staf tidak pernah dilibatkan dalam perumusan visi dan misi 37.60%
3. | Kurang dikomunikasikan kepada staf 29.75%
4. | Visi dan misi hanya merupakan slogan belaka 23.45%
5 Visi dan misi terlalu panjang sehingga sulit diingat . 44.75%

Sumber : Data Primer 2009

5.2.2 Perencanaan Strategik

Penerapan perencanaan strategik gebaga agian@ sistem
perencanaan dan pengendalian manajemgn,p @i Kabu Solok secara

formal juga telah dilakukan sesuai

gngan aturan ya erlaku. Hasil

perencanaan strategis ini di Kabupaten kemu diimplementasikan
dalam bentuk program-program yan nkrit. Tahap i upakan tahap yang
emba aerah termasuk hal ini

pemo ini di Kabupaten Solok sudah

pe perundang-undangan yang berlaku.

r@n draft rencana kerja, kemudian draft

dala @ syawarah perencanaan pembangunan
gtah dijadikan sebagai rancangan akhir rencana

sering ditemukan adalah performa kinerja di
baru s ai pada tahap administrasi belum sampai ke
%rbatasan aparatur yang menjamin transparansi dalam
S,

gram dan anggaran. Selain itu partisipasi masyarakat

Dalam proses perencanaan seperti digambarkan di atas menurut
penuturan banyak informan (N=14) masih banyak ditemukan persoalan tarik-
menarik kepentingan sektoral. Di Kabupaten Solok, masing-masing SKPD masih
saja memperlihatkan ego sektoralnya. Mereka berusaha agar rancangan rencana
kerja SKPD yang mereka ajukan tetap diterima meskipun rancangan tersebut

tidak mendukung pencapaian perumusan strategis (visi, misi dan tujuan) dan
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perencanaan strategik serta jauh dari skala prioritas daerah. Padahal menurut
banyak informan dalam sistem perencanaan sekarang program dan kegiatan
yang diajukan adalah merupakan alat kebijakan untuk mencapai sasaran dan
tujuan.

5.2.4 Implementasi Program

Persoalan umum yang dihadapai oleh seluruh SKPD yang diteliti adalah

masalah keterlambatan pencairan anggaran APBD, hingga sulit untuk
mengaitkan antara sistem penganggaran dengan sis antauan kinerja.
Keterlambatan ini bisa dimulai dari keterlam parmerintah daerah
mengajukan ke DPRD atau bisa juga keterlambata ahasan “ RD. Hal
ini berdampak terhadap terhadap kinerja apaa akhjr ta%n anggaran
sering kegiatan dipadatkan sementara alN{ahtin banyak>aparatur seperti
tidak bekerja. Dapat dikatakan bahwa ahun Kigerja aparatur sering
rendah tapi kinerja tersebut tiba-tiba meningkat menjelan ir tahun anggaran.
Sebenarnya dalam aturan bulan Mg aqua kegia ah harus dikerjakan.
Tetapi dalam pelaksanaannya jangspkgn Maret~Bulan April saja penyusunan
anggaran belum selesai. Jag deknya nforman, kinerja baru bisa
dimonitoring tentu setelaé> ‘ Sefgin itu banyak kegiatan baik fisik

‘ ganggu karena keterlambatan
anggaran, menyebabkan_ke E@dministrasi sehingga berdampak
terhadap pelaksanaan.

5.2.5 Pema% @a
Im@ Si rez@n;%ymerlukan pemantauan. Hasil setiap langkah

yang ukur untuk memberikan umpan balik bagi
pem% pelak an anggaran, program, dan inisiatif strategik. Hasil
i entasi re juga digunakan untuk memberikan informasi bagi
a tenterapa jauh target telah berhasil dicapai, sasaran strategik

telah erhawdkan, dan visi organisasi dapat dicapai. Dalam pelaksanaan
program, Kten Solok telah menetapkan melalui Peraturan Bupati bahwa
tugas Kepala SKPD berkewajiban memantau dan mengevaluasi Program Kerja
dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Sangat beragam
gaya pemantauan evaluasi yang dilakukan oleh kepala masing-masing SKPD.
Ada SKPD yang menerapkan pertemuan rutin dengan meminta laporan

pekerjaan semua bawahannya. Ada juga yang menerapkan sistem evaluasi dan

monitoring dengan langsung melihat dan menghadiri pekerjaan staf. Namun
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penelitian ini menemukan terdapat SKPD yang tidak pernah pendapat evaluasi
dan monitoring. Bahkan beberapa orang informan di beberapa unit
penyelenggara pelayanan mengatakan bahwa mereka tidak pernah disidak
(insfeksi mendadak). Padahal menurut mereka sidak ini cukup efektif untuk

melihat bagaimana kondisi penyelenggaraan pelayanan yang sebenarnya.

5.3 Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pelayanan Publik
Tahap awal dari manajemen Kinerja pelaya%ik adalah tahap

hap a an paling

perencanaan kinerja pelayanan. Tahap ini merupg
kritis dari keseluruhan proses manajemen kinerja-p&lay&pan. P ap awal
biasanya organisasi penyelenggara pelaya an harus pepetépkan kriteria
kinerja pelayanan, target kinerja pelayArfan indikatorja pelayanan
sebagai bentuk kontrak kinerja. Dalam erencangan kinerja pelayanan
antara pihak pemberi pelayanan dengan pihak pengg I@a pelayanan harus
membuat kontrak kinerja pelaya@lk me (@ kriteria kinerja dan
C na

menilai kinerja unit penyelenggaya—s n.

Berdasarkan analiSi&tefkada laKip di beberapa SKPD terlihat
bahwa masih banyak t j SKPD yang belum memahami
teknik penyusunan p Raan Kinerj yak target kinerja yang tidak jelas
dan tidak terukur. encanaan kinerja (target kinerja dan

indikator kinerja individual sebagai bentuk kontrak kinerja

masing-ma ur tamp@ masih merupakan obsesi. Pemerintah

Kabupaten Sq lah me t%menyusun kriteria, target, indikator kinerja staf
n

@' ntas. Me

indikat inefja stajxdi limgkungan pemerintah daerah karena di sektor ini

namun

informan sulit merumuskan kriteria, target,

aratur g tidak jelas, tidak konstan, sulit diukur.

> nekana@g Lebih Besar Terhadap Pengendalian Output dan

Outco

Salah satu perubahan terpenting terkait dengan penekanan dan
pengendalian output dan outcome ini adalah adanya reformasi anggaran, yaitu
penggunaan anggaran kinerja untuk menggantikan anggaran tradisional (/ine
item & incremental budget). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak SKPD
yang diteliti dalam mengukur output tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

Output yang diperoleh sering digambarkan maksimal tanpa menggunakan alat
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ukut yang sahih. Misalnya kegiatan pelatihan operator Komputer di salah satu
Dinas di Kabupaten Solok, outcome-nya adalah meningkatnya pengetahuan
operator sebesar 100%. Tingkat keberhasilan sebesar 100% masih saja dilihat
berdasarkan penggunaan anggaran dan bukan berdasarkan hasil yang
sebenarnya. Hal yang sama dapat dengan mudah diamati dalam laporan

akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD sampel di Kabupaten Solok.

' uj-adalah untuk
KaRjse kont@\ tender
peningkatan Khalitas serta
ang diteli tek ini telah

ontrak dingan swasta seperti

5.5 Menciptakan Persaingan di Sektor Publik

kontraktor bangunan atau konsultan perencana, dalam kegiatan

Dalam konteks ini

2rtentu enjadi tanggungjawab
ke pihasta atau pihak ketiga untuk

menanganinya. %
Namun masih bIS p%@ng sebenarnya dapat diserahkan

namun tetap dijalan oteh apara rintah daerah seperti pemungutan

pemberdayaan masyarakat atau
beberapa tugas pelayanan

pemerintah daerah telah djse

sampah, penarika perawa pemeliharaan aset pemerintah dan

kerjaan tidak efektif dan efisien. Berbagai alasan

sebagainya, sehmgg
h daera i faktor kelebihan pegawai, perilaku swasta

yang dikem

yang jugaidaksidp ber s%i dalam menberikan pelayan terbaik, harusnya
dengan an ke;@ihak ketiga pengeluaran pemerintah bisa lebih
hem asilnya Jebih berkualitas, namun kenyataan yang sering terjadi justru

%knya-
Dari an informan di atas dapat diketahui meskipun gagasan
penyerahanrjaan tertentu dalam pelayanan publik kepada pihak ketiga

hasilnya lebih baik yaitu selain lebih efisien juga dapat mendorong sektor swasta
dan sektor ketiga untuk berkembang, namun jika pelaksanaannya sarat praktek

dengan KKN maka hasilnya tentu tidak optimal bahkan lebih merugikan.
5.6 Disiplin dan Penghematan Penggunaan Sumber Daya

Pembaharuan manajemen mensyaratkan organisasi sektor publik dapat
memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara
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ekonomis dan efisien. Doktrin NPM menghendaki organisasi sektor publik
melakukan penghematan sumber daya melalui pemangkasan biaya-biaya
langsung (direct costs) yaitu pemotongan biaya yang seharusnya tidak perlu.
Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian pengeluaran.

Penelitian ini menemukan upaya penerapan disiplin dan penghematan
penggunaan sumberdaya dengan memberikan insentif kepada aparatur. Daerah

Kabupaten Solok telah menerapkan kebijakan pembyrign insentif kepada

dalam rangka

Januap—2Q04 karena
mampu melakukan penghematan dan efisiensj-deqQuan encebocoran.

pelaksanaan
blik, maupun
ra komulatif akan

gi unit kerja yang
g diberikan 20 % dari

berhasil menghemat anggaran (be@k lang
anggaran yang diefisienkan. @ @
6. Penutup 0%
6.1 Kesimpulan % %
Berdasarkan l Renelitia yang diuraikan sebelumnya maka
| 0 :
dirumuskan beber: pulan sgbag

wi berikut:
1. Pada @merinta daerah Kabupaten Solok telah melakukan

berbag% untu @ujudkan pelayanan yang lebih cepat, tepat,

man@urah, ak Jdiskriminatif, dan transparan. Berbagai program

pé;ﬂ%% an dadfam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

anyak ukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok atau

@ yang eningkatan pelayanan tersebut mencakup hampir semua
t Dy

or pe aitu pelayanan dasar dan pelayanan umum (barang, jasa
dan peri /administrasi).

2. Secara umum kualitas pelayanan di daerah Kabupaten Solok telah

S

mengalami perbaikan sejak diberlakukan otonomi daerah. Namun, upaya-
upaya perbaikan yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut
nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah
pada fungsi pelayanan publik masih bersifat birokratis dan banyak mendapat

keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan
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masyarakat penggunanya serta tingkat keterjangkauannya masih rendah
terutama untuk pelayanan dasar dan pelayanan umum non perizinan. Upaya
perbaikan kebanyakan masih bertumpu pada pelayanan administrasi

perizinan.

3. Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi pemerintah
daerah Kabupaten Solok cukup tinggi (41%). Sedangkan tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan umum berdas indeks kepuasan

masyarakat hampir seluruh indikator penilaia kategori tinggi.

Variable kemudahan prosedur pelayanan (8.34

unit pelayanan (8.2) dan kesesuaian antarg ?%- apg dibay dengan
biaya yang telah ditetapkan (8.1). 2 ‘ cbut m an bahwa

beberapa aspek reformasi pelayanah \adimjnjstrasi telah bérhasil membuat

gkungan

3
o
S
o

masyarakat puas terhadap layanan ad asi.
4. Reformasi manajemen pelaya erint@ melalui penerapan
elemen-elemen new public #m gement df das@ah penelitian antara lain

melalui  penerapan &a profestienal seperti penyempurnaan

sebahagian komponengéé\regr perenca@ dan pengendalian manajemen

sektor publik. Beber: emui antara lain:

ahan n@
a. Masih banya@n misi u%@yelenggara pelayanan publik (SKPD)
yang besuaikan d@perubahan lingkungan pelayanan yang

radikal. @ gga visi dan misi unit penyelenggara
pel publik _( D) tersebut belum mampu menggerakkan
o}

kearah( pefilngkatan kinerja pelayanan. Selain itu banyak

:3 gawai unit Npenyeténggara pelayanan publik tidak memahami dan
hayati@isi SKPD karena terlalu panjang, abstrak, tidak terukur

@an sulit A

b. Pempéptlkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) belum
sepenuhwrya didasarkan kepada visi dan misi daerah, gagasan memecah
organisasi menjadi unit-unit yang lebih kecil di tiap-tiap daerah ternyata
mengalami banyak kendala terutama dalam hal pendelegasian

wewenang.

c. Kabupaten Solok belum memiliki sistem penghargaan seperti pemberian

tunjangan daerah berdasarkan merit system yaitu belum didasarkan
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kepada kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai. Sistem penilaian kinerja
pegawai yang obijektif, praktis standar dan dapat diandalkan sebagai
dasar pendistribusian tunjangan daerah yang berorientasi pada asas

keadilan belum tersusun.

d. Kabupaten Solok belum menyusun sistem penghargaan dan sanksi
(reward and punishment system) yang didasgtkan kepada kinerja

pegawai.

e. Dari segi pernyataan pegawai ditemuk alah pendistribusian
pegawai belum merata, kualitas SDM apgrs cakaparampilan
dan keahlian) belum sesuai dengan e, ketidakjelas@m kebutuhan

esua{_dengan k diaan SDM,

organisasi, tupoksi sering tida

Sedangkan dalam penataan jabs uktural lum sesuai dengan

kompetensi. Dalam hal mutasi_maupun pror& g rancu dan bias

kepentingan. @ %

Para pengguna Iayan stakeh pelayanan belum dijadikan
pusat perhatian $ enyusu tandar pelayanan sehingga
kesenjangan a rQddk pelay engan kepentingan masyarakat
selalu terbentgagNu alam @wggaraan pelayanan di Kabupaten
Solok. @ %

6.2 Saran @
Untuk mem% erbaga

—h

‘ asdlah yang ditemui dalam penelitian ini maka
dirumusk u‘o.‘ apa sa@ :
1. Peri\d kan rede visi, misi unit penyelenggara pelayanan publik

an per@:n struktur organisasi berdasarkan visi daerah.

iy dilakukarmg aruan teknologi informasi dalam membangun jejaring
masi
3. Penyusistem penghargaan berdasarkan kinerja

4. Melakukan pérbaikan manajemen kepegawaian dalam mengelola pelayanan
publik yaitu: penataan aparatur daerah, pembentukan pusat penilaian

pegawai dan penyusunan standar kompetensi dan kualifikasi jabatan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dengan cara
pembentukan forum multistakeholder, pelembagaan kontrak pelanggan

(citizens’ charter), pembentukaan Ilembaga penampung pengaduan

masyarakat.
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ABSTRAC

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXECUTION OF
COMPANY BY FINANCIAL INVESTMENT COMPANY IN
WEST SUMATRA

Background of this research is because the g the company to
implemented the corporate social responsibility ' as arranged in

regulation, which is in regulation No. 25 in 200 ¢t fitYancjal investment
d compa PT)asa
s pot the reSpansibility of

Q
anfngfully in\ PLPT and UUPM

follow up from concern 33 UUD 1945. Therefo
morality but it is responsibility of law.
The difference of formulation and £
will surface the law conflict. This confl impact to cOnsequences as a
shape of CSR implementation. With the re e impl ation is depend on
the commitment, perception, perspective, and necessity ompany it self.
Based on this background, s. They are: how to
CSR execution financial investme pany in atra, how to apply the

sanctions, and obstruction in CSK exscwdion.

The research megd se is Ju 1 Sociology. This research
approach stressing in mai st pfactice apd law”applies in CSR execution by
the company. %

After the writer%ing this h and discussing, therefore, the
writer have some con , They arex company executed the CSR based
on the certainty of inisteria ation, No. Per-05/MBU/2007, it isn’t
based on the certaq ern 74 @T. The company that it is not include in
BUMN, there ape~sotperegulation he orientation of CSR execution just the
philanthrop antgopis). Comt, big and small a company and established
is very influg e CSR execution. There is no company that gets sanction yet

in CSR g&kecuttgn. ObstructiQnyin CSR execution is no regulation yet from

govemg (thaf’arranges rporate Social Responsibility (CSR).




PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) OLEH PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL DI SUMATERA BARAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil amandemen keempat Undang-Undan
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat
terhadap pembangunan perekonomian nasional yan

egara Republik

wa harapan baru
ggaraasarkan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersainaan siensi befkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan  lingkunga dirian, e  menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan eKogfiom saSional yaujuan untuk
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sqsial arakat.

Menyikapi ketentuan hasil aman

keemp D1945 Pasal 33
tersebut maka Undang-undang Nomot ES Tahun 2007 § Penanaman Modal

(Selanjutnya disingkat dengan UU n Undan g Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas njutnya dengan UUPT) telah
memuat pengaturan tentang pelasang tang jawab sosial oleh perusahaan
atau lebih dikenal dengan tanjawab SO erusahaan (corporate social
responsibility). Dalam U asal15 dinyatakan Bahwa, setiap penanam modal
berkewajiban, mene nsip ta%(elola perusahaan yang baik,
melaksanakan tanggun y\uat laporan tentang kegiatan

1. y g jalgakan/kegiatan usahanya di bidang dan/atau

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
akan kewyaji Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

biay% Perséroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

i

perhati epatutan dan kewajaran.
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

erseroan
ada ayg @'kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur degpgan Peraturan Pemerintah
Pengertian CSR yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-
undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR
tersebut’. Pengertian CSR dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM vyang

! Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Gradies Mediatama,
Yokyakarta, 2007, hal 49-50

* Busyra Azheri dan Isa Whyudi, Corporate Socil Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan
Implementasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 31



menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahan adalah tanggung jawab
yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat”.

Menurut Pasal 1 angka (3) UUPT menegaskan bahwa “tanggung jawab
sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untulf Rerperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkgnXkyaitas kehidupan dan

@i
t. Kedua
g berbeda.
haan u menciptakan

maupun masyarakat pada umumnya”.

Pengertian CSR dari penjelasan UUPM da
terlihat belum adanya kesatuan bahasa yang
undang-undang ini memaknai terminologi
UUPM menekankan CSR sebagai u
harmonisasi dengan lingkungan di m elakukan aktivitas usahanya.
Sedangkan UUPT lebih menekankan i wighd, komitmen dalam
sustainable economic development. Sglain itu UUPT ' emisahkan antara
3 ng jawab lingkungan

SP

R4ang selama ini dikenal

secara umum di mana aspek lingKungaw/merup, ah satu aspek selain aspek
ekonomi dan sosial dari tanggu ab sosial 1 diri.?

Jadi dengan adany daan rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPT
dan UUPM akan meni a nflik hukégakonﬂik ini akan berdampak pada
konsekuensi wujud d%nentasi 1 sendiri. Sampai saat sekarang
belum ada kesatuan pandagg baik pIembaga maupun para pakar mengenai

pengertian maupun 1

tergantung pada e,
yang bersangkuyan, Dep

gkup C but, sehingga implementasinya amat
Visi, aman, dan kebutuhan dari perusahaan

AR ban demjki ya ingin melihat lebih jauh atau meneliti
Pelaksanaa w ng Ja Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility) QI Perusa@ enanaman Modal di Sumatera Barat.

ana sanksi bagi perusahaan penanaman modal yang tidak
aksanakan CSR ?.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan
penanaman mnodal dalam pelaksanaan CSR ?.

C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang hendak diterapkan adalah :

3 Ibid. Hal.31-32



1. Pendekatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris atau
penelitian hukum sosiologis (Socio-legal research). Pendekatan yang
menekankan pada praktek penegakan, pelaksanaana, penerapan hukum di
dalam masyarakat. Sejalan dengan permasalahan akan diteliti, maka
pendekatannya adalah praktek, penegakan, pene pelaksanaan CSR
oleh perseroan penanaman modal yang menjgla hanya di bidang
sumber daya alam.

2. Sifat Penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif anali
menyeluruh dan lengkap mengenajy
yang menjalankan kegiatan usalfa
Selanjutnya menganalisis semua\dsta fempiris) yang“diperoleh terkait
dengan permasalahan yang akan “ditehti atau hakekatnya dapat

menjawab semua permasalahan penelitian. @
TINJAUAN PUSTAKA @ %

A. Pengertian Tanggung &w al Perus (CSR).
Sebagai sebuah ko xg-makin popular,CSR ternyata belum memiliki
definisi yang tunggal. demikian%a satu hal yang perlu dicatat
NA O

kan CR\,o{ch perseroan
idang sypiber daya alam.

sehubungan dengan bel ayya kesat asa terhadap CSR, yaitu CSR ini
telah diimplementasi perusa am berbagai bentuk kegiatan yang
didasarkan atas ke&@i\. Dan s{?n%\@itu dilakukan dengan motifasi yang

cara melz n memaknai CSR itu sendiri. Rumusan

a-lembaga tetap terjadi perbedaan karena
{fitas masing-masing.

enunjukkan perbedaan, meskipun maknanya
enggunaannya, sering dipergantikan. Menurut

dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Untuk itu harus
yang disinonimkan dengan CSR tersebut.*

dilihat beberapa rumusan tentang CSR, sebagai berikut;

The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120
multinasional company yang berasal lebih dari 30 negara, dalam publikasinya
Making Good Business Sense mendifinisikan CSR , yaitu; “Corporate social

* Ibid, Hal.28.



responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life the
workforce and their families as well as of the local community and society at
large.” (CSR adalah, komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berprilaku etis, dan
berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya
meningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya Xomunitas local dan
masyarakat luas).’

Definisi CSR menurut World Bank yaitu
merumuskan: “Corporate Social Responsibility is t

of life, in ways that are both good for business d gd for defelopter »0
European Union atau Uni Eropa /g {dembaga peylimpunan negara-

dalam EU Green Paper on

CSR sebagai “CSR is a concept wher&hy_eompanie. grate social and
environmental concerns in their busingss operations a eir interaction with
their stakeholders on voluntary basi

Secara prinsip rumusan den rld Bank sama-sama
menekankan CSR  sebagai {een  bi untik  berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi begkeld bekerja dengan karyawan, keluarga

kehidupan. Namun dept pnusan W Bank menambahkan penekanan

pada kemanfaatan dari wijas CSR ut, bermanfaat bagi usaha dan
pembangunan (in w ai are od for business and good for
gertian ropean Union hanya menggambarkan

development). Sedan

CSR  sebagai onsep,
mengintegrasikgN\as sosial da
“voluntary” akukan a

karyawan, dan masyaraka’ (lokal) é%am angka meningkatkan kualitas

gimana suatu perusahaan berusaha
ngkungan serta stakeholders atas dasar
s usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya
ndang-undangan yang ada, tetapi meliputi

stakhol

ad2y peratur
kerelaan asi ke @ dal manusia, lingkungan dan hubungan dengan

> Amin Widjaja Tunggal, Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep
dan Kasus, Harvarindo, Jakarta, 2008, Hal. 23
® Ibid
; Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op. cit 29
Ibid



Pengertian CSR dalam kontek Indonesia sebagaimana telah dituangkan
dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan
makna yang sama.

Pengertian CSR menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang
nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan
bahwa “tanggung jawab social perusahaan adalah tanggugg jawab yang melekat
pada setiap perusahaan penanaman modal untuk meneipighan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
masyarakat setempat”.

Pengerian CSR dalam Pasal 1 angka 3 Unda Wdang nO Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) meng g wa “tanggung jawab
sosial dan lingkungan adalah komitmen pe ‘ tuk b foserta dalam
xekatkan ku;@iehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi \petserdah sendiri, korhunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya”.

Rumusan CSR dari penjelasag UUPM dan ru @CSR dalam UUPT

juga melihatkan belum adanya kes ahasa ya aknai CSR tersebut.
Kedua undang-undang ini memak nolog ada titik pandang yang
berbeda. UUPM menekankan i prigahaan untuk menciptakan
harmonisasi dengan lingkung mélakukan aktivitas usahanya.
Sedangkan UUPT lebih agar’wujud komitmen perusahaan
dalam sustainable eco ain itu UUPT juga memisahkan
antara tanggung jawab el )(social ibility) dengan tanggung jawab

lingkungan (environm, onsibili hal dalam makna CSR yang selama
ini dikenal secara u mana as
selain aspek eko ) osial dar

Hgkungan merupakan salah satu aspek
Jale. d
Selain terseby a dianalisa lebih jauh lagi mengenai
pemaknaan akan mulkan konsekwensi yuridis pada tataran
1 inva. ©

implementa UPM ha chjelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab
i at” padaseliap perusahaan penenaman modal. Kata melekat di
makna CSR itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh

Jdm Pasal 74 UUPT hanya menekankan pada perusahaan
, Terbatas (PT) yang bergerak pada bidang dan/atau

yang bergerdl&dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Jadi den@an adanya perbedaan rumusan dan pemaknaan CSR dalam
UUPM dan UUPT akan menimbulkan konflik hukum, konflik hukum ini akan
berdampak pada konsekwensi wujud dan implementasai CSR itu sendiri. Kalau
pembentuk undang-undang menekankan agar CSR bersifat imperative, yang
terjadi justru sebaliknya di mana ketentuan CSR dalam UUPM dan UUPT jadi

atthagaimana dengan perusahaan yang bukan dalam bentuk PT
Q@

? Ibid, Hal.32



kehilangan maknanya, sehingga implementasinya amat tergantung pada persepsi
dan visi perusahaan yang bersangkutan.

B. Ruang Lingkup CSR

Ruang lingkup CSR menurut Jhon Alkingston’s dapat dikelompok dalam
3 (tiga) aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Trip{e\ Bottom Line” yang
meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi

(social justice). Lebih lanjut ia juga menegaskan bq erusahaan yang
ingin  menerapkan konsep pembangunan  Ds j inability
development) harus memperhatikan “triple P nety~aud people.

Bila dikaitkan antara “triple bottom line” g spafdisempulkan
bahwa “profit” sebagai ujud aspek ek vhagi ujud aspek

)

Elkingston’s memberi pandangan~bdhwa p aan yang ingin
berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain profit, perusahaan
jahteraan masyarakat
(people) dan turut berkontribusi @kt dalam mvyj elestarian lingkungan
(planet). Dalam gagasan tersebut\ pe€rusahagpm i lagi dihadapkan pada
tanggungjawab yang berpijak ai 1gle bottom e, yaitu aspek ekonomi yang
direfleksikan dalam kondi tcial-nya sajp, namun juga harus memperhatikan
aspek sosial dan lingku % %

Menurut Jack % dalam ifya menegaskan bahwa melalui
praktek etis dunia u?@ ™ dewang sedikitnya ruang lingkup CSR

dapat di bedakan ata

Rkum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan
S maupun kehidupan social masyarakat pada

ti hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait
ang nyai kepentingan langsung maupun tidak langsung

aktivit ahaan.
tas da@g lingkup CSR tersebut, maka CSR akan menjadi hal yang

ha ikon ik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang lebih baik
maupun d langsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan ini
sendiri.

C. Pelaksanaan atau Inplementasi CSR
Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atu praktek-praktek
tertentu yang dianggap terbaik, Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan

" Wibisono, Yusuf, op. cit, 32-33
' Jack Mahoney Sj, Orasi Ilmiah, di Universitas Atma Jaya, Jakarta. Tanggal 19 Agustus 1996



situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang
tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam
hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal
yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.'?
Inplementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat
bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profi{ \esiko, serta kondisi
operasional masing-masing perusahaan. Banyak pert¢ahaan yang telah
melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang be qngan pelanggan,

karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar, yan ak¥n titik awal yang
laksan@R dapat

dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkapg pads sediaan ber daya
yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivita ii §kan dengan
A4S, dar-proses manggén perusahaan.

praktek-prak tertentu yang

2§ CSR, n kerangka kerja

(framework) yang luas dalam pengimplementasian CS dapat dirumuskan,

dalam bidang-bidang

ikuti model “plan, do,
check, and improve” dan bersifaf

ibel, 3 a dapat disesuaikan dengan
kondisi yang dihadapi oleh<31ai @ perusahadq.

HASIL PENELITIAN@MBAHAS&
A. Pelaksanan CSR . Seme (Persero)
PT.Semen Pa alah pers yang menjalankan kegiatan usahanya

di bidang sumber day< , yaitu ksploitasi bahan galian clay dengan luas
areal pertambagan 88,91 Ha, ploitasi bahan galian silica dengan luas
areal perta 97,20 Ha mengeksploitasi bahan galian batukapur
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dengan luag @ pertambapgan—206,96 Ha. Semuan hasil eksploitasi ini di
sar mepfprogulRsi semen. Sebagai institusi bisnis PT. Semen
ntuk da! nghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahan

lajgnya.“Namun disisi lain, pada saat yang bersamaan PT
2d) ntuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan
sebagai +in 1 sosial. Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja
(A dan 4. asannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep
gghai pupfiQ\Qliypose (sasarannya adalah masyarakat) dan public interest
(orientasinya kepentingan masyarakat). Dengan demikian PT. Semen Padang
menyadari betw|Jbahwa posisi perusahaan Semen Padang di ibaratkan memiliki
dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya
berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.

Pelaksanaan CSR oleh PT Semen Padang berpedoman kepada Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Keputusan yang dikeluarkan

'2 A .B. Susanto, Corporate Social Responsibility. A strategic Management Approach, The
Jakarta Consulting Group, Jakarta, 1007. Hal. 73.



oleh Menteri Negara BUMN pada 27 April 2007 ini pada prinsipnya mengikat
PT. Semen Padang untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan atau biasa disingkat dengan istilah PKBL.

Program kemitran adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha
kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian
perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadingguh dan mandiri,
Sementara program bina lingkungan adalah program pepabexdayaan kondisi sosial
masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepadamas¥arakat di wilayah

PT. Semen Padang berusaha atau beraktivitas.
penyisaba yang

1. Sumber Dana Pelaksanaan CSR PT. Semen Pas
Sumber dana CSR PT. Semen Padang b Q
i )5% , dandi€Stapkan oleh
4m realisAad sumber dana
perusahaan

diperoleh setelah pajak, yang besarnya 1% sk

putusan rapat umum pemegang saham (R ). e

untuk alokasi anggaran CSR terdiri dari: V
dug persen);

1. Dana program kemitraan bersumberda
a. Penyisihan dari labg
penghasilan sebesar %
b. Jasa administrasi pifijjatsan’marjin.
jasa giro dari dafia program k a
operasional;
2. Dana program bind wgan bersumyer dari:
a. Penyisih b elah dip pajak penghasilan sebesar 2%
(dua perg‘;@

b. Hasil bingadeposito a iro dana program bina lingkungan.
fofiriet-an PT. Padang diberikan dalam bentuk:
¢ ] | kerja dan atau pembelian aktiva dan
an penjualan.
iayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan
ersifat pinjaman tambahan dan berjangka
enuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

dipotong pajak

i, bunga deposito atau
setelah dikurangi beban

kepentingan mitra binaan.

b. Dana Program Bina Lingkungan PT. Semen Padang.
1) Dana program bina lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari
saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir,
pendapatan bunga jasa giro atau deposito yang terealisir serta pendapatan
lainnya.



2) Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
dana program bina lingkungan yang tersedia dapat disalurkan untuk
bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan
peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana
umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

3) Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh pésen) dari jumlah dana
program bina lingkungan yang tersedia diperuntakkgm\bagi program bina
lingkungan peduli PT. Semen Padang. Sedangkarrsany lingkup bantuan

bina lingkungan peduli PT. Semen Padag ittapKan eleh Menteri
BUMN.

4) Apabila pada akhir tahun terdapAf akaz dana progfam bina
lingkungan, maka sisa kas tersebut~ndnjad) galdo k& a4l tahun dana
program bina lingkungan tahun beyil

2. Mekanisme Penyaluran Dana Prog itraan danYProgram Bina
Lingkungan PT. Semen Padang

a. Tata cara pemberian pinjaman dana progra itraan PT. Semen
Padang
1) Calon mitra binaa nYampaik ana penggunaan dana
pinjaman dalam #2n2
kepada PT.

an enge anvusahanya untuk diajukan
A ng, deng muat data sebagai berikut:
a) Nama daghaqratunit usahay
b) Nama p milik/é%urus unit usaha;
¢) Bukti gﬁ%diri pemi gurus;
d) Bid a, ‘@

e) lzi tau surat ngan usaha dari pihak berwenang;

f) P hgan ki saha (kas, perhitungan pendapatan)
e a usaha da utuhan dana.
% en Padkan mengevaluasi dan mengseleksi atas

drdjukan oleh mitra binaan.

on mi biwgan yang layak bina, menyelesaikan proses
ministtrashpiyjaman dengan PT.Semen Padang.
4y~"Pembenan pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam
njian/kontrak yang memuat:

an alamat PT. Semen Padang dan mitra binaan.

dan kewajiban PT. Semen Padang dan mitra binaan.
ah pinjaman dan peruntukkannya;

Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual
agesuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

5) PT. Semen Padang, tidak memberikan pinjaman kepada calon mitra
binaan yang menjadi mitra binaan BUMN lain.

6) Besarnya Jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per
tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman untuk prinsip
jual beli.

7) Apabila pinjaman/ pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip
bagi hasil maka rasio bagi hasilnya 40% (40 : 60)
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b. Tata cara penyaluran bantuan dana program bina lingkungan PT.
Semen Padang
1) PT. Semen Padang terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha PT.Semen Padang
2) Pelaksanaan program bina lingkungan dilakukan oleh PT. Semen Padang .
3) Tata cara bantuan dan program PT. Semen Padag@\ peduli dilaksanakan
dengan ketetapan Menteri BUMN.
3. Beban Operasional Program Kemitraan dan Program

jna Lingkungan

PT. Semen Padang

a. Beban program kemitraan dibiayai dariNg asil jainistrasi
pinjaman.marjin/bagi hasil, bunga depog talng@sa giro dana program
kemitraan yang besar maksima gbesar (Pasa, {Qadministrasi
pinjaman/marjin/bagi hasil, bungh stt§ atau jao dari dana
b. Dalam hal dana untuk beban“eperdsi i mencukupi, maka
kekurangannya dibebankan pada anggaran biay. men Padang.

c. Pada akhir tahun apabil at sisa d k beban operasional
maka sisa dana tersebut tY diguna uk membiayai beban
operasional tahun berikyg Qo sebagy bahan sumber dana program
kemitraan. @

d. Beban operasi am bing, lingkungan PT. Semen Padang

bina ling an.

dibiayai dari da ore
e. Besarnya be asional al 5% (lima persen) dari dana
program bina an PT. adang yang disalurkan pada tahun

berjalan.

B. Pelaksanaa eh PT

PT. g mery perusahaan pertambangan batu bara yang
beroperasi di po Kabupa Pesisir Selatan dengan investasi modal
perusaha 00.00 dan memiliki 40 orang tenaga kerja, yang

beralama perusah 1.H.Ilyas Yacub No.37 Painan.
s \ umpo ~merupakan perusahaan pertambagan eksloitasi yang
2 i‘ﬁ. Q

an batu-pavd/ menyadari betul akan rentan terhadap isu-isu lingkungan
e dalam kegiatannya, PT. Lumpo berkomitmen untuk

SCKMNQ ?
memerluka {R¢nsi formal yang berbentuk izin eksploitasi, melainkan juga
dukungan soctal> Dukungan social itu yang mengamankan kegiatan perusahaan.
Hal ini diperoleh bila masyarakat di sekitar operai PT. Lumpo tidak dirugikan,
tetapi justru memperoleh manfaat atas keberadaan perusahaan.

Implementasi pembangunan berkelanjutan harus bermakna dan relevan
pada setiap situasi local, sehingga penerapan dan pengelolaan CSR PT. Lumpo
berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan di tataran lokal, meskipun
berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang bersifat nasional.
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PT. Lumpo dalam melaksanakan CSR hanya bersifat insidental dengan
memberikan sumbangan atau bersifat dekermawanan yang pada umumnya
melakukan kegiatan karitatif, filantropis dan menyelenggarakan program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development).
Bentuki konkritnya pelaksanaan CSR PT. Lumpo yaitu membuat Dam Batang

Kalupo setinggi 1 Meter dengan panjang Dam 500 M.
inKPMP)
an penn modal

 pela
an CSKqlety perusahaan
penanaman modal di Sumatera Barat R-<ampai sadf\ippbelum pernah

memberikan sanksi dalam hal pelaksgns PR oleh perusdhaan penanaman
modal. Hanya sebatas menghimbaw—mtngajak, /dam menegur dengan

. e g
[ATS ull"

Q akan CSR belum ada

P lebih mengutamakan

am modal untuk menanamkan

promosi dan berusaha yqtu
modal di Sumatera Ba
Jika terjadi g%y ntara p haan dengan masyarakat, atau

C. Sanksi Bagi Perseroan yang Tidak Melaksanak

1. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman
Dalam Pelaksanaan CSR .

BKPMP dalam tugasnya mengawa

termasuk juga dalam hal pengawasa

perusahaannya. Karena untuk
perusahaan penanaman moda
ketentuan yang jelas unt

buruhnya maka B akan t lapangan untuk mencari solusi
penyelesain  kon PMP ak sebagai mediatornya dalam
penyelesaian ko sebut, d enyelesaian konflik inilah BKPMP

menyarankan lgps rusahaa Jap naman modal untuk melaksanakan CSR
sebagai salaly’sathsotusi penyelesais
2. Kewena eri BU @

konflik.
erNBUMN betgvemang mengawasi, menilai, dan memberi sanksi
: leh perseroan BUMN. Jika terbukti perseroan
CSR maka Menteri BUMN langsung memberikan

jumlah dan waktunya. Jumlah dana CSR yang akan diterima setiap triwulan
melalui rekening CSR tidak ada pengaturannya, hanya berdasarkan kebijaksanaan
Direksi. Dengan demikian penyaluran dana bantuan dalam pelaksanaan CSR oleh
biro CSR harus memperhitungkan berapa jumlah yang bisa disalurkan dan berapa
yang harus ada di kas untuk mengantisipasi keadaan-keadaan darurat.
Hambatan-hambatan yang lain dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Semen
Padang yaitu dalam hal penyaluran bantuan CSR dimana jumlah personil anggota
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CSR di PT. Semen Padang masih terbatas yaitu sekitar 20 orang, sedangkan
penyaluran dana CSR PT. Semen Padang langsung oleh Biro CSR, tidak memakai
jasa pihak ketiga. Sehingga dalam melakukan penilaian, observasi kelapangan
sering memerlukan waktu yang lama.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Lumpo dalam pelaksanaan CSR yang
utama belum adanya peraturan yang dijadikan pedoman ¥iNuk pelaksanaan CSR
dan faktor yang menyangkut ukuran dan kematangan haan, dimana PT.
Lumpo merupakan perusahan kecil yang belum mapa

PENUTUP @

A. Kesimpulan O

1. Pelaksanaan CSR oleh PT. Semfy ang telah nakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Negaga\B Y. Nomor Pér-05/MBU/2007.
Peraturan ini pada prinsipnya mengiK
menyelenggarakan program kemitraan dan prog
PT.Lumpo merupakan pegfisah2an keci
pelaksanaan CSR hanya 1
menyelenggarakan progya
sekitar (community deve

2. PT. Semen Padandv¢as

Menteri BUMN

3. Hambatan—hamb% itepu

pelaksanaan ith jumlalyde
kerekening *jy

penyaluran. CSR
asih te
g oleh Bi

alam metaksartakan CSR belum mempunyai peraturan yang
anpelaksanaan CSR.

(S5

4h dana CSR, sebaiknya dana CSR disetorkan ke rekening
Sning program kemitraan dan program bina lingkungan
ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. Per-

jika perusahaan tidak memperoleh laba tentu kegiatan pelaksanaan CSR
ini tidak akan jalan. Oleh sebab itu disarankan supaya sumber dana CSR
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74
yang merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Jadi jelas disini bahwa biaya CSR
merupakan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan bukan
penyisihan hasil dari laba perseroan.
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YAFFIRMATIVE ACTION”
”"UNTUK DEMOKRASI YANG BERKEADILAN GENDER
PADA PEMILU 2009”"

Andri Rusta, Tengku Rika Valentina®, Nicky Nia Gustriani’

Abstrak.

Affirmative action digunakan untuk dasar pemb a bagi

mengatasi kondisi sistem pemij
complicated. Ketika garis stqg
dibelakang, kuota menjadi sangaX puting figar terjadi ko petisi

dan kerjasama secara fair @

Kata- kata kunci: affirmative action, kyfota, igtem pemilu kerdiyan gender

Bab 1. Pendahuluan

Pemilihan umum ra gl sebdah arena untuk membentuk

demokrasi perwakllan elar per n pemerintahan secara berkala.
Menurut teori demo is (Schiwdpetrian), pemilu merupakan sebuah
arena yang mewa metlsl (k&sﬂ antara aktor politik untuk meraih

; T litik rak k menentukan pilihan; liberalisasi hak —
ipi 1 arga ng@emokram juga mengariskan bahwa pemilu
I sisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme
@‘lm yang berkuasa (ruling party).

situasi yang serba multikultural, demokrasi cenderung

(eksklusi). Proses debat dan perumusan kebijakan

! Penelitian ini dibiayai oleh Dana DIPA Unand tahun 2009

* Staf pengajar jurusan Ilmu Politik, FISIP. Unand

* Mahasiswa (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fisip. Unand

* Robert A. Dahl. Polyarchy: participation and Opposition.(New Haven: Yale University
Press.1971) hal 2. dan Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). Democracy in
Asi.(Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), hal xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan
Seymour Martin Lipset (eds). Political and developing Countries: Comparing Experience with
Democracy. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1990). Hal 6-7.



stereotip perumusnya terhadap kelompok- kelompok yang selama ini diberi label
negatif oleh masyarakat. Karena disebabkan oleh konsepsi universalitas individu
dalam demokrasi. Dalam pemahaman ini warga negara selalu dianggap memiliki
kesamaan yang umum (have in common similiarity). Sehingga demokrasi selalu
mengandaikan bahwa semua warga Negara harus diperlakukan secara sama (equal

treatment). Padahal tidak semua warga negara berdasarkaf Sejarah dan identitas,

menempuh pengalaman yang sama dalam memaknat~s fu, seperti halnya
demokrasi. Saya yakin didalam masyarakat sendiri gd pok- ketoxupok yang
mengalami eksploitasi seperti perempuan misalnya:
Dulunya kita berharap salah satu o enting 'Qakyat hasil
pemilu 2004 adalah bagaimana merubgh{ posfs} perempuan\dalam konstitusi

Indonsia saat ini, tapi tak ada sebuah jawab ng mem@n. Bahkan Menurut
Susan Blackburn, feminis dan analig itik dari M iversitiy Australia
mengatakan sebenarnya sejarah perémpuan dan itik di Indonesia selalu

telah mencapai tingkatan- ‘ politik %g jauh lebih maju dibandingkan
dengan negara lain. Seja 945 ha puan untuk memilih telah diakui,
posisi perempuan olitik % ng berlangsung secara fluktuatif

pemilu 2004. Menurut Blackburn,

sehingga saat- s

berubahnya gsta orsobut’ disebabkan karena proses demokrasi di
Indonesia tk% rtahap (gradual) tetapi melalui lompatan -

dn/Mpkum @ thak pada perempuan, dapat dipastikan tidak pernah ada
pembdngunapnasth perempuan yang bersifat berkesinambungan.

Sehakhirnya kita bersama- sama bertanya, Siapa yang terwakili

dalam sebuah pemaknaan “demokrasi”? Perempuan? Laki- laki? Atau semuanya

tanpa memandang perbedaan secara multikulturalisme?. Bagi perempuan, konsep

demokrasi bisa jadi suatu hal yang diidam- idamkan namun sekaligus bisa

> Susan Blackburn. ”Gradualism Versus Democratic Leaps: Political Representation of Women In
Australia and Indonesia”, makalah untuk biannual Symposium on Australia- Indonesia:
Challenges in Bilateral Relations, dalam jurnal Perempuan edisi 34 tahun 2004 hal 94.



menjadi sebuah mimpi buruk. Paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam
politik, pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah pada ruang
publik dan yang kedua adalah belum adanya platform partai yang secara konkrit
membela kepentingan perempuan. Malahan kalangan feminis yakin, bahwa
memberi tempat lebih banyak kepada perempuan dalam dunia politik akan

memberi angin segar dan harapan bagi perubahan politik %ayg arogan, korup dan

patriakis.

Itulah sebabnya mengapa mematok kuota @prempu@paﬂemen
dalam pemilu 2009 harus konsisten dipenuhi gka tin afirmatif
(affirmative action), tidak seperti kejadian paga ) f2 kuota 30%
tidak bisa dicapai, alasannya karena tidak I ol yang menjadi
peserta pemilu (apakah parpol islam, nasionals @Uta tersebut. Hanya
sedikit dari parpol yang bisa melaksg 2 tahun 2003 dalam

pasal 65° tersebut. Memang pasal™g tegas, karena dia tidak

bersifat imperatif dan tidak akan da gi KPU untuk menjatuhkan
otttk tidak

sanksi sekiramya partai- pa I taatinya. Pasal tersebut juga tidak

secara tegas mengatur, terwakilam30% yang diinginkan terletak pada
@ 7

level pencalonan ata ‘o adaNgvel perolelty

Pada titik sepe
politik demj al(é ’%Pn
sebagai alat p an akhi - lagi menjadi kaum mayoritas yang inferior

dan terbu n. Pere@%eh masyarakat dipaksa untuk menerima mereka
i a haJ ba lam tahap- tahap perpolitikan, namun minimnya
dan p huan serta akses yang sulit ke kancah politik membuat

s€buah pemain figuran.

%

6 Pasal 65 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat
mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau kota untuk setiap
daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%.

7 Berdasarkan dari hasil penelitian Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Anadalas yang
dilakukan diwilayah KPU Sumatera Barat memperlihatkan bahwa hanya 2 partai politik yaitu PPP
dan PKS yang dapat memenuhi ketentuan kuota 30 % perempuan.



Bab 2. Perumusan Masalah
Dalam analisa yang peneliti coba uraikan, ada beberapa faktor permasalah

dalam keterwakilan perempuan ini yaitu: Bagaimana bentuk dari Affirmative
Action ini ketika ingin mewujudkan kuota 30%, supaya demokrasi yang

berkeadilan gender pada pemilu 2009 bisa tercapai?

Bab 3. Tinjauan Pustaka %

3.1. Affirmative Action dan sistem Kkug =Q am pe@if teori

politik
mpuan @(an sebagai

erempuan yaig intinya bukan

enjegal. @n utamanya adalah
agar mereagai kelompok yang
hidn blj . adil. affirmative action
disini bisa kita jadikan sega‘ ) empertahankan paling tidak

30 % perempuan agar tetap(br ingkat pembuatan keputusan sehingga

bisa meminimalisir atu sah untuk mencapai kesetaraan
8

gender.
Tindakan an sebagai alat atau sarana kita untuk

a [0) (1C
a ten‘%konsep affirmative  dalam prakteknya dilapangan
sgiakan d's em kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro
dan“kéntra tersedhiy/ Dalam penelitian ini peneliti memakai konsepnya Melanie

Reyes,salah!éeneliti dari centre for legislative development, menurut Melanie

¥ Kalliope Migirou, (1999). Menuju implementasi efektif mengenal legislasi dan hak azazi
perempuan internasional. Hal 26. Dalam Nadezhda Shvedovan (1999) . kendala terhadap
partispasi perempuan dalam parlemen. Dalam Azza Karam dkk. (eds). Perempuan parlemen
bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan (terj). Jakarta: YJP dan IDEA.hal 24.



Reyes sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau
anugerah.” Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu
(1) Sistem kuota pada dasarnya meletakan persentase minimum bagi
kedua jenis kelamin yakni laki- laki dan perempuan, untuk
memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari

keduanya dalam dunia politik, atau khusus dalam pembuatan

kese n dengan
memaksakan sejumlah pesentase tertemtiNpaga kele tertentu
(perempuan) sistem kuota ini rnya tiiliki basis

onstjtysional. Beluws lagi pernyataan

keputusan'’.

(2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemgel

yang menyatakan bahwa sistem ta berte n dengan hak- hak

Q endiskrim@ iaki), dan bahkan
ua 1ri.

erbeda dengan kuota karena

@an persentase tertentu dimana

1tu

azazi manusia ( bag

’ Melanie Reyes et all. (2000). The quota system : Women’s Boon or bane? The centre for
legislative development. Vol 1, No3, April 2000.

1% Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi masalah
ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender akibat dari UU atau hukum dan budaya yang bias
gender



Bab 4. Tujuan Penelitian
Mengkonseptualisasikan bentuk dari Affirmative Action sehingga akan
terlihat peranan perempuan dalam politik dan pemetaan posisi perempuan dalam

partai politik

Bab 5. Metode Penelitian
Penelitian tentang “affirmative action” demokrasi yang

berkeadilan gender Pada pemilu 2009 merupaka n@ ian deskrmptif dengan

pendekatan kualitatif. Data yang diambil berupa Bata primser yan@oleh dari
wawancara mendalam (indepth interview, s- ihak-p@z\%@kait seperti

dengan mengambil 5 besar sampel partgi \politJk) yang dipilibv&ecara purposive

dengan melihat kriteria tujuan dan visi m artai yan th mengutamakan

peranan perempuan dalam partai po tokoh-tokoh i,
perempuan yang tergabung dala % perempie

al yaitu perwakilan

ang di Sumatera Barat

Selain itu untuk membant%? men masalalyang diteliti, penelitian ini juga
<l

ena penelitian ini ingin menemukenali demokrasi

i :@gan “affirmative action” di Sumatera Barat, maka
%an te@n dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Informan
peneldtian djpiliy ara sengaja (purposive) berdasarkan kedudukan mereka
dalam parta ik. Untuk tokoh perempuan yang nantinya akan memberikan
penjelasan tambahan tentang pelaksanaan demokrasi dan “affirmative action” di

Sumatera Barat maka proses penarikan informan dilakukan dengan menggunakan

teknik purposive sampling

! Pemilihan sample 5 besar partai politik ini didasarkan pada perolehan suara pada pemilu 2004



Sedangkan untuk keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi data agar validitas dan reliabilitas terhadap data yang diperoleh
tercapai. Informan yang peneliti ambil sebagai triangulasi data adalah LSM
perempuan yang ada di kota padang ( LP2M ) dan KPI dimana kedua LSM ini
salah satu visi kegiatanya adalah menwujudjan kesetaraan gender pada ranah
publik. Selain itu informan peneliti pilih adalah anggotg \egislatif perempuan

perwakilan partai politik pemenang pemilu 2009

» Ylengan ip metode
ang di@n dengan

Adapun data yang sudah didapat dianalisis g%

menelaah seluruh data yang tersedia dari garsuymber. Qg perolehan
data dari pelaporan “on the spot”, data y. k tersebut juga harus direduksi
dengan jalan membuat abstraksi sebagai seb angkum@lg inti. Di sini akan
dicoba mendiskripsikan bagaima okrasi d erkaitannya dengan
“affirmative action untuk kasus pa litik isl ada di Sumatera Barat.

~-pandangan informan (emik)

&idikan @:ﬁve action

alam anatist elitian ini affirmative action tidak bisa diterapkan dalam
st pemilu K Q asanya karena Sistem proposional yang kita pakai dengan
an tambahannya menjadi sangat complicated, mendengan
penjelasan nomor urut saja kita sudah dibuatnya bingung ditambah lagi Ketika
melihat pada pemilu tahun 2004 dengan memakai sistem proporsional terbuka
terbatas, dimana caleg harus mendapatkan suara terbesar atau harus besar dari
bilangan pembagi pemilih (BPP) yamng telah ditetapkan di daerah masing-
masing. Selain itu salah satu penyebab karena rendahnya keterwakilan perempuan

pada pemilu tahun 2004 adalah disebabkan karena kata “dapat” yang menunjukan



tidak adanya keharusan bagi partai politik dan tidak ada sanksi bagi parpol yang
melanggar.

Tetapi bagi negara lain sistem proposaional ini lebih menguntungkan bagi
perempuan dibandingkan dengan sistem pemilu yang majoritarian. Dalam suara
tertinggi tidak boleh ada tindakan affirmative terhadap kelompok- kelompok

minoritas, termasuk kelompok perempuan. Semuanya h&Ns fair competitions.

“pe uan bisa
didongkrak™ bukan dilepas’. Rumitnya prakte @ber‘[olak

pyr~diNndpnesia
; i secaraererti yang
obat y@\ujarab yang bisa
sekejap. @9 an affirmative 30%

pal “gong” yang lebih besar,

Sedangkan tindakan affirmative dalam sistem propd

terhadap perempuan sebagai kelompok marjing

belakang sistem pemilu semacam ini tida

lazim dipakai oleh banyak Negara'®.
Tapi affirmative action bukan se

menyelesaikan permasalahan diatas

yaitu masyarakat yang demq

meme@n perubahan secara simultan di

bergantung pada aktor, dg%
tingkat makro dan mi% isa kite' sebagai “berpolitik dengan cara

baru”.
A.1 Bidik ative a ada pemilu 2009 melalui UU pemilu

No A0 2008 se dihapuskan pasal 214

Q analisis adalah mencari sebuah solusi dari

satu tindakan affirmative action adalah dengan

egas pada pemilu 2009 pada partai politik peserta

"2 Angka kuota Mw,adalah bilangan pembagi pemilih, dimana jumlah suara yang sah didaerah
pemilihan dan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Contonya di Padang kuotanya 250
sampai 300 ribu. Maka bila seorang caleg mendapatkan suara paling tinggi tetapi tidak bisa
memperoleh kuota , maka dia belum tentu menjadi anggota legislative. Persyaratan UU pemilu
juga ditulis: kalau tidak bias memenuhi kuota maka dia akan dikembalikan pada dftara urutan.
Bisa jadi daftar urutan pertama nilainya sedikit, tetapi karena ditempatkan pada urutan pertama,
maka dialah yang menjadi wakil di legislatif . inilah yang menjadi masalah dan para caleg
mengganp ini tidak adil. (disarikan dalam jurnal perempuan No 34 tahun 2004 )

13 Kita mungkin sering mengaggap bahwa demokrasi itu hanya fiee fair competition. Siapa yang
berkompeten maka dialah yang menjadi wakil. Padahal demokrasi juga diartikan sebagai
representative



pemilu 2009 akan lebih terwakili'*. pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem
kuota ini merupakan sebuah jawaban akhir kita dalam bentuk konkrit dari
affirmative action? jangan- jangan ini merupakan sebuah kutukan atau malahan
menjadi anugerah?

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30

sgota NPR, DPD,DPRD.

% pada pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk 1€islasi baru mengenai
pemilu yaitu UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu a A

Dalam UU ini memberikan dukungan terlaksana afj @i e actio m rangka
meningkatkan peranan perempuan dalam partai “Npoltik. D odasinya
ketentuan untuk tindakan affirmative di ebagai @ terobosan
terhadap keterwakilan perempuan dala olitlk Salah satu\pasal yang jelas

mengungkapkan pentingnya affirmative te p caleg @muam tertera pada

pasal 55 yaitu: @
(1) nama- nama calon aftar bg Qs on sebagai mana

vang dimaksud sunt berdasarkan no
urut. (2) di%a ' bakal calou™ya yang sebagaimana
yang dimak3ad wan

terdapat T kuran satu orang perempuan
bakal cal ) daftar @ calon sebagai mana yang
dimakstid, dejam ay ertai dengan pasfoto diri
terbary. 3 )

Kete tuz@ut merupg /@
untuk dapanuhi kuogd>3(
penetapat kecil pgrtu memudahkan caleg perempuan memenagkan
peluan sle pemilihan. Hal ini kemudian diatur dalam syarat

f 1 pefifih (BPP) 30 % bagi caleg sebagai mana yang tercantum
al 214 0 10 tahun 2008 yang menyebutkan. Penetapan calon
terpiith ang B DPRD prov dan kab/kota dari partai politik peserta pemilu

didasarkan p

g-¢cbuah angin segar bagi caleg perempuan

0. Mekanisme “pemberian jatah ” dalam

da‘perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

(1) memperoleh suara sekurang- kurangnya 30 %dari BPP
(2) dalam hal calon yang memenuhi ketentuan satu jumlahnya lebih
banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta

'* Pada pemilu tahun 2004, partai politik banyak menempatkan perempuan dalam daftar calon,
bahkan ada yang lebih dari 30 %. Tetapi caleg perempuan tersebut ditempatkan pada no urut
paling bawah yang tidak potensial ini merupakan kasus ketika memakai UU no 12 tahun 2003.

' Penetapan ini lebih dikenal dengan system ziper



pemilu, maka kursi yang diberikan kepada calon yang memiliki no
urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-
kuangnya 30 % dari BPP
Pembicaraan mengenai sistem kuota ini memang banyak menimbulkan pro
dan kontra tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Melanie Reyes, sistem kuota

ini, adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atay anugerah.'® Di satu

sisi, sistem kuota pada dasarnya meletakan persentase bagi kedua jenis

\ adardya keseimbangan
posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia p g atau a dalam
pembuatan keputusan. O

Argumen yang digunakan dala gQnaan siste ta ini adalah
untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan etidakadiPan gender akibat dari
UU atau hukum dan budaya yang bigs-gender. Sebali @si lain, bagi pihak-
pihak yang menentangnya, sistem taNni pada % tidak memiliki basis

hukum yang kuat alias tidak ko usionlu lagi pernyataan yang
menyatakan bahwa siste entang n désgan hak- hak azazi manusia
(baca: mendishiminasi%@
itu sendiri. Karena

bahkan dahkan kemampuan perempuan

' stigma negatif bahwa kedudukan

sistem kuotg yag@Mdiberlaki benarnya tergantung dari komitmen kita dalam
menyel§§ ‘ annya seang tercantum pada pasal 214 UU No 10 tahun

200 arkan fsis pengolahan peneliti membuat data ada tiga faktor yang

perlihagkz ada apa dibalik pemakaina kuota dalam partai politik
u pemil yaitu (1) dalam banyak kasus partai politik yang
memberlakuota dalam dirinya adalah partai politik yang memiliki oerantasi

” kiri tengah” (centre-Left) atau (left). (2) sistem kuota diadopsi hanya oleh partai
politik dimana anggotanya yang perempuan telah mencapai konsesus kesepakatan

mengenai pemakaian kuota. (3)kemampuan kalangan perempuan dalam mengajak

' Melanie Reyes et all. (2000). The quota system : Women’s Boon or bane? The centre for
legislative development. Vol 1, No3, April 2000.
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kolega laki-lakinya untuk meyakinka para pemimpin partai politik mengenai
pentingnya diberlakukan kuota dalam internal partai.

Jadi ada sebuah tantangan kita kalau benar- benar ingin mewujudkan
affirmative action dalam bentuk sistem kuota pada pemilu 2009 yang akan kita
lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki sistem politik dengan

menghapuskan persepsi bahwa menganggap perempuan{iiqnya pantas menjadi

Rolitik. Pemikiran
tuk’ be n aktif di
panggung politik. Selain itu kinerja parpol di >aNpun die@ sebagai
salah satu kendala terbesar terhadap pe s@remqutur politik
&
t

ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi‘a

seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempl

Indonesia yang dibangun di atas jaringanl gat eksklusif/yang didominasi

oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam s politik p@iominasi oleh laki-
laki. Di samping itu, kurangnya tr nsi dalam an pemimpin partai
dal a mereka memposisikan

ngganan@ml untuk memasukkan agenda

la besar. Kurangnya peran serta
ga-lembaga politik, secara tak

r ideologis dan psikologis yang

f/ang bergerak dalam wurusan gender juga
an kaum perempuan dalam menyambut pemilu

tu prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat

remp
istensi partai politik pasca pembatalan pasal 214 UU No 10

A2
n 2008

pada tanggal 23 Desember 2008 Makamah konstitusional melalui
pembacaan putusan perkara judicial review No 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-
VI/2008 memutuskan bahwa terdapat pasal dalam UU pemilu tahun 2008 yang
bersifat inskonstitusional karena dianggap bertentangan dengan materi UUD

1945. adapun pasal yang dianggap bertentangan adalah pasal 214 huruf a,b,c,d,e

11



dan akhirnya berdanpak pada pembatalan pasal tersebut dalam UU No 10 tahun
2008.

Pembatalan pasal 214 ini menuai pro dan kontra dilingkungan masyarakat
dan justru lebih merugikan caleg perempuan. Sebab melalui pasal 52sampai pasal
55 telah diatur mekanisme pencalonan caleg perempuan melalui kuota 30 %,
dengan ketentuan setiap tiga orang bakal calon terdapat seKixang- kurangnya satu

orang perempuan. Dengan pembatalan pasal 214 pad: o 10 tahun 2008

otomatis setiap caleg akan mendapatkan kesempatg hing ya ma dalam

pemilu. Namun hal ini sangat kontradiksi den nangat kete an caleg
perempuan sebab tidak adanya sistem @at menQerwujudnya

affirmative actionketrwakilan perempuan (ddlam pJrlemen.

Berdasarkan data terlampir untuk k adang saj daerah pemilihan,
kursi, DCT (daftar calon tetap), ata pemili ) dan bapel (badan
pelaksana ), menunjukan adanya p asi politik

kota padang memiliki DC?
daftar calon tetap sebe%@ ang darj keseluruhan caleg sebanyak 758

orang. hal ini meny

2]

q angka sp@rsentase sebesar 29,4 % keterwakilan

perempuan atau de, pCy bulata .

Analgis elitian ini didn difokuskan kepada konsistensi partai
politik pes@O@ @ padang pasca pembatalan pasal 214 UU
pemilu @: hun 2008, pas dari mempersoalkan tidak adanya ‘pool’
kandid4t Rokiti¥i perempu ang dapat dirujuk dalam proses rekrutmen 2009,

benarnya tidak boleh berkilah, “mencari kandidat
1 semua tingkat nominasi itu sangat sulit”. Yang sulit
mencari political will dan niat parpol ketika pada pemilu
2009 masyarakat lebih memilih ”mencontreng” partai politik ketimbang caleg
kalau seandai partai poliitk tersebut menang dalam perolehan suara dari
pencontrengan tanda gambar parpol maka disinilah dibutuhkan konsistensi partai

politik di tingkat interen mereka untuk tetap memperjuangkan kuota 30 %."’

17 Akumulasi wawancara penelitian dengan pengurus partai politik Golkar , PDIP, PKS, PAN ,PPP
pada tanggal 27, 28 29, 30 Mai 2009
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Sebenarnya, parpol juga harus juga memanfaatkan organisasi
afiliasi yang dapat merekrut politisi perempuan. Misalnya
Partai Kebangkitan Nasional (PKB) mempunyai organisasi
Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu
sayap politiknya, di samping beberapa organisasi afiliasi lain
seperti Fatayat NU dan Muslimat NU; di dalam Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat Perempuan Persatuan;
dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga memilikizorganisasi
afiliasi seperti Perempuan Amanat Nasional dan Ai

l@is@mempunyai
erempuan dan
M seperti Gerakan
sia untuk Keadilan
dan Demokrasi (KPI), Jaringan n dan (JPP), dan Solidaritas
Perempuan (SP), semuanya kera@uk memberdayakan kaum
perempuan. LSM-LSM 1 ringan yangVluas, dan aktivitas mereka

%aik pro %maupun daerah tingkat satu di

kemauan parpol un dkrut ‘perdMpudn-perempuan potensial’ yang berasal

menembus batas-batas %
Indonesia. Akan tet:p'm asilan pg si mereka sangat bergantung pada

kan sistem kuota ini, karena seperti yang sudah
lisis sebelumnya Sistem kuota diperkenalkan untuk

an memiliki jumlah kursi minimum di dewan legislatif.

rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar

'8 Wawancara hasil triangulasi sumber data dengan informan salah satu pengurus LSM KPI dan
LP2M pada tanggal 10 juni 2009.
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hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota itu juga
harus diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas'”.

Nampak jelas di sini bahwa upaya menciptakan sistem yang kondusif dan
mendukung langkah kaum perempuan ke arena politik tidak dapat dipisahkan dari
target lain, yakni mereformasi sistem pemilu Indonesia. Sistem PR daftar terbuka
merupakan metode yang paling baik, dan oleh karenany§ Wiereka merasa perlu
melobi para anggota parlemen untuk memasukkan 1 ke dalam UU
pengarukmya terhadap
kanis proses
is el pemilihan

yang akibatnya akan membuat distrik mgmpunyai anggéta tunggal atau

representasi politik perempuan? Sebagai contoh

nominasi kandidat perempuan mungkin berkai gan uku

banyak. Besarnya peranan parpol dalam m nasikan @ perempuan dalam
konteks reformasi pemilu tidak da iemehkan. P. an sistem PR daftar
tertutup memungkinkan parpol me an urut fig kandidat pada daftar

uan dapat ditempatkan pada

kS
5
3
&
=
=
o
5
E.
o]
=
@]
2]
(¢
w2
=3

mekanisme partai, m % siStensi partai politik, peraturan yang

menjamin penunju i sebagai anggota dewan pimpinan atau

AN @
~—~
" India adalah_conto egara yangldfpamdang berhasil mencapai target 33 % kursi di lembaga
i8 rRachayati /) lah diberlakukannya amandemen nomor 74 terhadap
Alipina ju B) menerapkan sistem semi-proporsional (sistem paralel) di
4 parlemen dip .

¢ofpproleh suara 2%-dg
prépdrsional, a sistem paralel. Sistem paralel itu memadukan daftar PR dan plurality
districts, ya otarti sebagian anggota parlemen dipilih dengan metode PR (20 persen)

le vdt metode pluralitas mayoritas. Di Filipina, perombakan sistem pemilu

g unci, disebabkan beberapa alasan berikut:

a) Dalam prakfik politik sehari-hari, ada pendapat yang beredar luas bahwa lembaga politik

b) yang paling gampang dimanipulasi (dalam pengertian baik atau buruk), adalah sistem
pemilu.

¢) Orang senantiasa mengartikan suara yang dimenangkan di pemilu sebagai tiket untuk
menduduki kursi di legislatif.

d) Pemilihan sistem pemilu secara efektif dapat menentukan tokoh mana yang akan terplih
dan partai mana yang akan memegang kekuasaan.

e) Sistem pemilu kadang-kadang melahirkan pemerintah koalisi.

f) Sistem pemilu dapat dijadikan piranti manajemen konflik bagi suatu masyarakat.
Reformasi Konstitusi
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pengangkatan mereka di posisi-posisi menentukan dalam hirarki partai, maka
upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan tetap saja akan sulit.

"Memang ada usulan pemerintahan pada legislatif untuk
memberlakukan sistem PR daftar terbuka pada pemilu 2004.
Pemerintah  berargumen bahwa transisi Indonesia menuju
kehidupan demokratis mengharuskan adanya sistem pemilu yang

memadukan unsur representasi populer dengan unsur
akuntabilitas publik. Meskipun saat ini si campuran
(perpaduan antara sistem Mayoritas dengan PR)~dianggap paling
ideal, namun untuk melaksanakannya diperluka Crsiapan
yang panjang. Disebabkan keterbatasa "W

pemerintah menyimpulkan bahwa bang 3 belu

A SOR %

menjalankan sistem Campuran (MMP i ayo@a
pada pemilu 2004. Alternatif ya Mg alah

dengan memberlakukan sistem P

Berdasarkan temuan beberapa studi tentan @n sistem pemilu,
nampaknya sistem Representas1 yonal ( ‘memihak’ kepada
perempuan. Dalam sistem punya1 peluang untuk

AN

berkompetisi dan memen@g @o crapa kurs memanfaatkan peluang itu

dengan menempatkan k perempu@ng ada di dalam daftar calegnya).
Dengan sistem PR, parta pohtik d4 didesak untuk menyusun komposisi

kandidat yang beru@engan 9cH :. akan (lebih banyak) perempuan di
dalam daftar @ ecara engan memiliki 30 persen kandidat
a

perempuan 1parta1 Kan mencetak 30 persen anggota parlemen

perempu istem P, g lebih menguntungkan perempuan melalui
peningk % Egrwakll eka, namun ada faktor-faktor yang perlu
dlpeﬁg an, ygRni pilithan tipe sistem PR yang akan digunakan serta

tlk udaya kita. Kadang-kadang sistem PR yang memakai

rtutup {4 ana nama kandidat tidak bisa dicoret atau diturunkan

0

rankingnya @ yang lebih disukai perempuan. Untuk kasus Indonesia
sebenarnya k dapat memberlakukan ‘aturan zebra’ yang mengandung

pengertian “setiap kursi kedua harus untuk perempuan”

? Wawancara dengan pengurus partai politik golkar pada tanggal 27 Mai 2009.
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Ketika penulis menganalisis bagaimana kaum perempuan bisa
memperoleh akses ke dalam struktur partai (Golkar, PDIP,PAN,PKS,PPP*') sebab
secara universal diketahui bahwa partai politik cenderung hanya menominasikan
tokoh-tokoh elit mereka, yang terkonsentrasi di pucuk kepemimpinan atau dewan

pengurus pusat. Di kebanyakan partai politik Indonesia jarang ada perempuan

ttkan. Tapi
kendalanya tak jarang perempuan menjadi ciut ! @ki arena
politik karena berbagai ongkos yang harus @ll. Ban @npuan yang
memutuskan untuk terjun ke dalam pemilp terpalksp hanyut di dafam kultur politik

yang berlaku, yaitu menghamburkan uan tuk ber dengan kandidat-

kandidat pria yang pada umumnya sydahyqemiliki basig finghsial yang solid.
Kelompok perempuan j iembangun berbagai jaringan

Konstitusi ba
demokrat@m i
masyaégt dim

dalam angan mereka menegakkan kesetaraan jender di dalam

upaya meningkat d
publik dan Ero

131. Pen negara Thailand menunjukkan pada bangsa Indonesia
akamvperlunyd ormasi parpol yang ada. Sistem baru untuk menyeleksi
kandidat mekanisme-mekanisme ~ pengambilan  kebijakan  yang
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun

dalam menyonsong pemilu 2009.

perlu juga dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling
mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum

2! Analisis ini disesuaikan lokus penelitian peneliti yang terfokus pada 5 partai politik besar
pemenang pemilu 2004 di kota padang yaitu Golkar, PDIP, PAN, PKS dan PPP
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perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan
oleh sebuah kaukus perempuan, atau jaringan kaukus-kaukus
sejenis, yang dapat menyuarakan pentingnya pengakuan atas
peranan kaum perempuan di arena politik™.

Dalam konteks ini seperti yang penulis kutip dari rekomendasi IDEA” ada
beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan cara-cara memperkuat partisipasi

politik perempuan Indonesia, ‘di luar jumlah semata’. (1) fokdskan perhatian pada

jumlah kandidat perempuan di daftar partai, serta e@r merek@ang yang

sama untuk berpartisipasi pada proses-proses @ bifan  keputusan. Secara
L Q-

konkrit ini menuntut perubahan pada p simanjadwal rvt partai, supaya

dapat mengakomodasi peran ganda pe di dalyp rumah tangga dan

kehidupan publik, serta memberi bantuan dana kamp, @erta meningkatkan

kualitas kepemimpinan mereka; (2 ilakuk alangan suatu ‘massa
kritis’ (critical mass) yang terdppr~d@x drganisg§ico isasi masyarakat madani
yang mempunyai komitr@q atkan statgdyperempuan, dan membantu

mereka menumbuhka enasib-se anggungan dengan tokohtokoh
perempuan dari dun. In@ia@ lain dapat ditempuh dengan
el

meningkatkan kegiatay/ p§tjasama a

ompok, memperkuat jaringan antar

adani den itisi perempuan, dan membantu langkah-

organisasi masyargkatg

langkah me empen@ jalannya pemerintahan lewat parlemen dan
parpol-parpsampi %nempuh tindakan affirmative action untuk
memper mberd@olitik kaum perempuan, memperkokoh jalinan

kerja antar b%i organisasi dengan berbagai komponen masyarakat

mereka dalam menyelenggarakan pelatihan yang
ilih dan kandidat perempuan; (3) sangat disarankan untuk
memanfaat maga—lembaga kultural dan keagamaan seperti organisasi
keagamaan Fatayat, Aliyah, dan sebagainya, untuk mensosialisasikan keberadaan
dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas. Pendekatan ini sangat

cocok diterapkan pada masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan kesadaran dan

kepedulian mereka akan pentingnya peranan perempuan dalam kehidupan politik;

2 Wawancara dengan pengurus partai politik dari PKS tanggal 28 Mai 2009
 Lihat dalam laporan kegiatan IDEA . Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia.
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(4) salah satu fokus penting yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan
perempuan adalah dengan menggelar program-program yang menyentuh berbagai
persoalan masyarakat pedesaan, untuk mempengaruhi jalannya pengambilan
keputusan di tingkat ini, serta mendorong munculnya tekanan kelompok akar padi
terhadap pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pelatihan bagi kader-kader
perempuan di pedesaan akan meningkatkan kemungkin ara perempuan itu

memegang peranan lebih besar di dewan-dewan pe

kelak juga pada tingkat nasional; (5) disarankags @a untuk ‘I:::organisir

kyat daerah, dan

kelompok-kelompok perempuan yang ada, sghimsganhereka dapat /memberi
respons positif terhadap kebutuhan masyar i bidgng keselfqtan @ngadaan air
bersih serta sanitasi, dan mengaitkan ini atif itu dengafi upaya strategis

yang lebih luas menuju pada meningkatk
kelompok-kelompok masyarakat 2 perlu  dj ‘l‘ 9¢ untuk menggelar
acaraacara debat publik, meng ampany as1 untuk mendukung

Qi
partisipasi politik kaum ern@n , dan 1f dlakan layanan manajemen

1k perempuan; (6)

organisasional dan latiha panye, %rta mencarikan sumber-sumber

pendanaan kampanye b jadi anggota organisasi sosial dan

uan ya@
: as, partisipasi politik jangan hanya

diukur dari segi aindrdewan parlemen lokal dan nasional.
Jadi @n ofity, \pa isipasi di partai-partai politik dan pada

politik. Untuk mera

1tls’ (critical mass) perempuan di dunia politik,
ngkatkan kualitas kontak-kontak politik perempuan juga
eberhasilan dari upaya-upaya itu sangat tergantung pada
2 tan multi-strategi yang mempersatukan langkah berbagai
departemeentrlan kantor-kantor sekretariat parlemen, dan kelompok-

kelompok masyarakat madani. Dalam periode transisional seperti sekarang,

sesungguhnya inilah tantangan utama yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia,
baik lelaki maupun perempuan, yang benar-benar percaya pada demokrasi dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
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Kenyataannya dengan tetap konsistennya partai politik terhadap sistem
kuota dalam internal partai politik ada dua keuntungan sebenarnya bagi
perempuan yaitu: (1) kuota ternyata dalam jangka pendek, memang terbukti
sebagai alat yang efektif dalam mencapai keseimbangan atau kesamaan gender
dalam tingkat kepemimpinan antara laki- laki dan perempuan. Meskipun demikian

mengingat diskriminasi terhadap perempuan sudah b&gNu mengakar dalam

a bentuk- bentuk

jon) dil uota perlu
dilakukan untuk perubahan dalam jangka pansamss kehadi rempuan
meny perubahan-

Q (oyfgome). Pada\Kenyataanya para

an kepen@ perempuan dan
mendukung berbagai kebijakan yang/mehsberi keuntu@ada perempuan.
Selain alternatif menuntut si pa a pembatalan pasal 214
UU pemilu No 10 tahun 200 'stensi d sistem kuota dalam rangka
mewujudkan affirmative g scbagai bgntuk perwujudan demokrasi yang
berkeadilan gender ma@mg selpaT a mungkin harus diringi dengan
menagih kembali ko 2y partai X ntuk demokrasi yang berkeadilan.
i 'ilu ban analisa diatas sangat sulit unutk

Karena dari segi eR E,
ditembus d@mawlah ctexwakilan perempuan ini.

kegiatan organsisasi maupun dalam kehidupan sehari-Ka

yang lebih bertahap dari tindakan afirmasi (affirma

dalam posisi pembuatan dan pengambila

perubahan atas kebijakan yang diputush

pemimpin perempuan lebih merepresentas

abel 1
Pla, rempuan Dalam Partai Politik
/O )" Pada Pemilu 2009*
Partak \ \J”lmfor ten\t:mg/isu Prioritas program Analisis (Kritikan)
> p%zpuan yang terkait dengan
A perempuan
( <PpPP > lebihdmpérlihatkan » Memperbaiki sistem | Partai ini tidak
3 ﬁ# pendidikan pendidikan di menyadari bahwa
yplan Indonesia pendidikan hanyalah
salah satu faktor
» pspderintah telah » Pendidikan penyebab
memberikan merupakan alat tertinggalanya kaum
kesempatan tetapi unutk meraih perempuan .
perempuan tidak dapat kesempatan yang persoalan sistemik
mengaksesnya. setara dengan laki- sosial-budaya

* Kecuali partai Golkar dan PDIP peneliti kesulitan mendapatkan data tentang Platform
Perempuan Dalam Partai Politik karena kebijakan mereka semuanya tergantung pada pimpinan
umum partai.
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laki masyarakat tidak
dilihat dalam hal ini

» Mengkritik gerakan

perempuan yang

hanya menuntut

haknya saja tanpa

menyadari

kewajibananya.

PAN Partai tidak setuju dengan | » Mengajuakan Tokoh partai ini
diskriminasi gender. pengembangan asih memiliki
Menurut mereka masih prndangan stereotip
sulit bagi perempuan untuk thadap perempuan
memainkan peran yang yan
sama dengan laki- laki men
dalam masyarakat 3y esk@n dalam
paternalistik i%a perempun

enj adi
a pemimimpin
b )neskipun berlaku
depertemen <}/ dalam kondisi
,(gk?aeremp an@ khusu (darurat)
b bagai se%
aktivitg aiNdari
@) tingka onal dan
0% regional
PKS »Mengizin ~ Dalam kenyataan
peremp nya, PKS
posisi memisahkan
perempuan dari
pusat kekuasaan
menjadi pinggiran.
L2 g6 D
YR
{ tabel hanya partai PAN dan PKB yang sebenarnya dapat
g4

asi kon pada kaum muslim saja).

Bab 7. Penutupg

Sebenarnya momentum pemilu 2009 yang lalu merupakan kesempatan

kan seba %islam modern. Karena partai ini bersifat terbuka (tidak
@;}a

yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan pasca
pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008. Masalah mendasar dari
kepekaan gender dari aspek apapun bukanlah meletakan perempuan sebagai fokus

perhatian akan tetapi kepekaan atas kondisi ketidakadilan dalam struktur sosial.
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Seseorang tidak akan bisa mempersoalkan tentang hirarki, posisi keterwakilan
atau implikasi yang tidak adil bagi perempuan tentang adanya separasi antara
kehidupan publik dengan privat, antara kehidupan laki- laki dengan perempuan

tanpa membuka isu tentang keadilan dalam struktur sosial.
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Abstrak

dapat memperkirakan kapan berakhirnya “penfpa-gempd (§ijulan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa gempa utama didahului oleh gewip” awal, keseluruhan
gempa yang terjadi merupakan angkal n g&Mmpafgempa susulan yang
gempa utamanya berpusat di lau rakhir e cbih lama dibandingkan

gempa-gempa susulan yang gépapa\utamanya jpuSat di daratan, dan lama
berakhirnya gempa sus@n S%l ing dengan “rde persamaan penurunan

frekuensi gempa dengan m Kan polir@al regresi.

Kata-kata kunci: gempa empa gempa susulan, dan polinomial

regrz@ @%9

Pendahulu @ @
Ge %’ memi%enomena alam yang setiap saat dapat terjadi di

permu 1. Gempa asilkan goncangan atau getaran dengan kekuatan

V. , mul 1 yang besar yang bisa menghancurkan bangunan sampai

il yan 5 apat dirasakan oleh manusia.

Salaf >0 daerah yang rawan gempa di Indonesia adalah Pulau Sumatera.

%>

Ada dua sumber gempa di Sumatera, pertama gempa yang disebabkan oleh
penunjaman lempeng samudera Indo-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia

(Sunda Subductian Zone) dan kedua gempa yang berasosiasi dengan patahan aktif



di darat yaitu Patahan Semangko yang memanjang di pulau Sumatera dari Aceh
hingga Lampung.
Gempa-gempa yang terjadi di sekitar Sunda Subductian Zone sangat

berpotensi menimbulkan bencana tsunami yang dapat myINuhlantakan daerah

Pantai Barat Sumatera, tidak terkecuali daerah yatery Barat. Patahan

Semangko bergerak sangat aktif, terutama di beptrapa\atghan lo g ada di
Sumatera Barat, seperti Patahan Singkarak’ & aumani, v abuah, dan
pataha han lokal tersebut
sangat berpotensi merenggut ribupenduduk@‘@l;ejatuhan runtuhan
bangunan dan perumahan pendugdt da tersebut.

Masalah yang hal@' mun $erjadi gempa bumi tektonik

adalah masalah yang i denga

Gempa-gempa susu@out seri%nmbulkan kepanikan penduduk yang

berada di sekit@ gempa b

gempa susula terjadi perkepanjangan tanpa dapat diprediksi kapan

berakhi agnitu@ebih hebat dari gempa utama.
meng@pasi hal tersebut perlu diberikan informasi tentang kapan
@lya ge mi susulan dengan melakukan perhitungan mengunakan

formula yaua . Informasi ini diharapkan dapat meredakan kepanikan yang

terjadi pada masyarakat di sekitar lokasi terjadinya gempa bumi. Selain itu dapat

Maninjau. Gempa-gempa yang terjadi di™s

juga dijadikan sebagai salah satu alternatif dan bahan pertimbangan oleh
perencana bangunan atau ahli teknik sipil atau para pengambil keputusan dalam

membuat pererncanaan bangunan tahan gempa.



Gempa bumi susulan adalah gempa-gempa bumi yang terjadi setelah
gempa utama (main shock) yang magnitudonya lebih kecil dari gempa utama dan
episenternya berada di sekitar episenter gempa utama. Terdapat beberapa rumus

empiris dalam memperkirakan kapan berakhirnya ge umi susulan yaitu

rumus Omori (1894), rumus Mogi-1 dan rum 0gi-¥ (1963). Gempa

mempunyai karakteritik yang berbeda di setiap fcmpatbs gantun@a banyak
@ &
hal diantaranya struktur batuan dan kondis oasi sum%mpa. Saat ini

apan b irnya gempa bumi
susulan di Indonesia belum pernah/difakukan khu&@a)erah Sumatera Barat.
Penurunan rumus ini membutuhlamdata 2mpi @%ﬂgat banyak dalam waktu

mus empiris tersebut adalah

dengan melakukan km@@a Vépa susulan dari gempa-gempa

utama yang mempu@nitudo yang pernah terjadi. Kajian terhadap

gempa-gempa s@i meliput'@ terhadap lokasi episenter gempa, jenis-

jenis gempa a penurun% uensi gempa hingga berakhir. Pada penelitian

ini akan @n kajial@iap gempa-gempa susulan yang terjadi di daerah
S

rat dari data gempa tahun 1900 — 2008.

neliti@m menguji keabsahan rumus Omori, rumus Mogi-1 dan
rumus Moala memperkirakan kapan berakhirnya gempa bumi susulan
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan membandingkan dengan
data aktual kejadian gempa pada beberapa wilayah yang berbeda-beda. Rivai, dkk
(1996) melakukan penelitian untuk gempa susulan Liwa yang terjadi pada tahun

1994. Tajan (1998) melakukan penelitian untuk gempa susulan Pare-Pare yang

(O8]



terjadi pada tahun 1997, gempa Biak yang terjadi pada tahun 1996, gempa Kerinci
yang terjadi pada tahun 1995, gempa Bayuwangi yang terjadi pada tahun 1994,
dan gempa Flores yang terjadi pada tahun 1992. Budiman, dkk (2006) melakukan
penelitian untuk gempa susulan Gunung Rajo yang terjadN\pgda tahun 2004 dan

gempa Mentawai yang terjadi pada tahun 2005. Budj dkkM2008) melakukan

penelitian untuk kasus gempa tektonik yang mepasa punya susulan
yang terjadi di daerah Sumatera dari tahu 0 %O
Hasil penelitian dari peneliti-pen@ menyfukkan rumus Omori,
rumus Mogi-1 dan rumus Mogi-2 tid berikan h@ng memuaskan dalam
&

7]

umi ang terjadi di Indonesia.

memperkirakan kapan berakhirnyasg @
Untuk itu perlu dilakukan ntuk menentiKan rumus empiris yang dapat

memperkirakan kapan yhya geépa susulan untuk kasus-kasus

gempa yang terjadi 1a.

Penelitiapyn ujuan mef{k&in kajian terhadap gempa-gempa susulan

yang terjadﬂ%a Sumat dari data-data gempa tahun 1900 — 2008,

sebagai awall \da menentukan rumus empiris yang dapat
@@n ka@erakhimya gempa-gempa susulan untuk kasus-kasus
%ng ter}4 @ uUmatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Metode

D

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder gempa bumi yang terjadi
di wilayah Sumatera Barat dalam rentang waktu tahun 1900 — 2008. Penelitian ini
akan dilakukan di Laboratorium Fisika Bumi Program Studi Fisika Jurusan Fisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dan



stasiun Geofisika Padang Panjang sebagai salah satu unit bagian Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumatera Barat yang juga

berada di Padang Panjang. Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Persiapan penelitian

Mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan

R-geMpa yang terjadi di

wilayah Sumatera pada umumnya dan SumateraBarat pada khu .
. i o
2. Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

2098 yang terekam pada stasiun

i,

&

gempa-gempa besar yang terjadi di Sumatera

@ Mem@élﬁ distribusi frekuensi gempa harian untuk masing-masing
enYpa.

k %
iv. Menentukan persamaan penurunan frekuensi gempa menggunakan

polinomial regresi.



c. Analisis Data
Menganalisis hasil yang diperoleh dari langkah-langkah di atas untuk
mengkarakteristik gempa-gempa untuk masing-masing kasus gempa.

Hasil dan Diskusi

kurun waktu 1900 — 2008 telah terjadi

wilayah Sumatera Barat. Ditinjau dari se

unduhan dari situs

stasiun Geofisika Padang Panjang dan di dengan

United State Geological Survey (U diperoleh empat gempa utama

%

njukkan oleh Tabel 1.

yang dapat dianalisis dalam penghtra sepeﬁ@
Tabel 1. Data-data 4 dari 13 gbmp< mMa yang merusakterjadi di Sumatera Barat dalam

Kurun 1900 — 2008. &

N2 Y
Kejadian GemR\.j El/’\';g(@) Mag.” | W’

No. Lokasi
Tanggal /V&é(@)mntang /(&&ﬁujur ©) (SR) | (km)
1. | 10/04/2005 1\7)\59 1.660"‘1[@;/ 99.540°BT | 6,7 | 19 | Perairan Kepulauan
s< Mentawai 115 km
Barat Daya Kota
N 5 [{Z Padang
2. | 06/0Y 07\>D§:49:39 OSI2°LS | 100.524°BT | 6,4 19 | Sekitar Kota
O < ﬂ Padang Panjang 50
km Utara Timur
YN Laut Kota Padang

-\
Y TI09/2007 | 23404 2.506°LS | 100.906°BT | 7.9 30 | Perairan Kepulauan
P Mentawai 190 km
< y </Q> Selatan Tenggara
Kota Padang

Mentawai 160 km
p Selatan Barat Daya
Kota Padang

4. 25/02/@ 08236:35 2.352°LS 100.018°BT | 7.2 35 | Perairan Kepulauan
4

'Dalam UTC (coordinated universal time), > Magnitudo, dan * Kedalaman.

Pada kasus gempa pertama yang ditunjukkan oleh Tabel 1, sebelum gempa

utama didahului oleh gempa awal (foreshocks) sebanyak 14 kali pada hari yang




sama dan 536 kali gempa susulan dalam waktu 37 hari. Untuk kasus gempa
kedua, sebelum terjadi gempa utama didahului oleh gempa awal sebanyak satu
kali dan 14 kali gempa susulan dalam waktu 2 hari. Untuk kasus gempa ketiga,
sebelum terjadi gempa utama didahului oleh gempa awal Sehanyak 44 kali pada

hari yang sama dan 197 kali gempa susulan dalam 15Miari._Untuk kasus

gempa keempat, sebelum terjadi gempa utapra d ui ole@pa awal
A drikuat 13 kali gemypa susulan dalam

pa haria hasil pencocokan
kurva dengan menggunakan polingresi untu @. pat kasus gempa ini

berturut-turut dapat dilihat pada :::: Dag, 2, 3
N

4

160157

4
190, ¢00001,¢- 004709@%\?51“% 15.03724x2- 91.62436x
120 *1@ 5

R

840

Gambar 1. Grafik distribusi frekuensi harian gempa 10 April — 17 Mei 2005.
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Gambar 3. Grafik distribusi frekuensi harian gempa 12 - 27 September 2007.
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Q

di atas tertihat bahwa sebelum terjadi gempa

Dari keempat kagu,

utama di dahului oleh geq ‘wal dan umum gempa-gempa yang terjadi

4 susulan adalah gempa dangkal karena

@

baik, gempa awal, g& ama da

kedalaman pbsg n bumi kurang dari 60 km. Tiga dari empat

kasus gemypa xiNerjadi Zil (perairan Kepulauan Mentawai) dan satu lagi
S

dsra? Ditinjau

terjadi egi lamanya gempa berakhir, gempa-gempa laut

lama ingkan gempa darat. Hal ini disebabkan massa segmen

y engalaukan yang berada di laut relatif lebih besar dibandingkan
massa segang ada di darat, sehingga untuk mencapai keseimbangan

diperlukan waktu yang relatif lebih lama. Dari hasil perhitungan menggunakan
polinomial regresi diperoleh persamaan penurunan frekuensi gempa harian
dengan kontanta regresi (R) rata-rata mendekati satu. Untuk kasus gempa pertama

dan ketiga, persamaan penurunan frekuensi gempa harian mempunyai orde



pangkat 6, sedangkan untuk kasus gempa kedua orde pangkat 2 dan kasus gempa

keempat orde pangkat 4. Hal ini berkorelasi dengan lama berakhirnya gempa

susulan untuk masing-masing gempa.
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